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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di 
kanagarian Kurai Sumatera Barat dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Praktik Pembagian Wads Hart a Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat 
Minangkabau di Kanagarian KZirai1

~ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 
pertanyaan: Bagaimana deskripsi praktik pembagian harta pusaka rendah tidak 
bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai?. Pelaksanaan 
pembagian barta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai ini kemudian 
akan dianalisis dengan hukum Islam untuk mengetahui ada atau tidaknya 
kesesuaian antara ketentuan waris dalam Islam dengan praktik pembagian harta 
pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung 
dan mengumpulkan data dengan metode wawancara dan studi dokumen. 
Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama di kanagarian 
Kurai. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif 
analisis dengan pola pikir deduktif. 

Basil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta 
pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai masib sangat dipengaruhi oleh 
adat lama yang mewariskan harta hanya pada jalur perempuan saja. Pengaruh ini 
dapat dilihat dari pelaksanaan warisan harta tidak bergerak seperti tanah atau 
rumah hanya diberikan kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak mengambil 
bagian mereka dalam kewarisan dikarenakan beberapa faktor, yaitu: malu dengan 
masyarakat sekitar karena dianggap tidak patut mengambil harta warisan dan 
untuk menghindari perselisihan keluarga. Selain itu dalam kewarisan di kanagarian 
Kurai, wakt u pembagian hart a waris yang ditunda-tunda sering menyebabkan 
tercampurnya harta warisan dengan harta lainnya. 

Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian 
Kurai ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kewarisan Islam. 
Ketentuan waris Islam secara jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris 
secara pasti dan bersifat ijbiri Ketentuan mengenai waris ini dijelaskan secara 
rinci baik dalam al-Quran maupun hadis. 

Berdasarkan kesimpulan di atas seyogyanya masyarakat Kurai lebih 
memperhatikan aturan .mengenai kewarisan dalam Islam. Masyarakat bisa 
melaksanakan pembagian sesuai dengan kesepakatan keluarga asal berdasarkan 
kerelaan dari semua ahli waris yang memiliki hak dalam harta waris tersebut. Hal 
ini sangat membutuhkan keterlibatan tokoh adat, agama dan masyarakat dalam 
menjelaskan mengenai kewarisan menurut adat dan kewarisan dalam Islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan 

manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan 

ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas ijbiiri yang 

menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris 

setelah terjadi kematian. 

Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih 

atau ketentuan yang harus dipatubi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan barta peninggalan seseorang yang teJah mati. Allah menetapkan 

ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu 

sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan perscngketaan dan di 

sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan hart a yang bukan haknya. 1 

Sejumlah ketentuan tentang farii'i.d telah diatur secara jelas di dalam al­

Qur' an, yaitu di dalam surat an-Nisii'ayat 7, 11. 12, 176, dan surat-surat lainnya; 

sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam hadis; dan sejumlah lainnya diat ur di 

1 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media. Cet. II, 2005), 148. 

1 
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2 

dalam ijmi' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab, dan para mujtahid 

l . 2 amnya. 

Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas. Mulai dari siapa saja yang 

berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian 

masing-masing ahli waris. Tidak terkecuali pembahasan mengenai bagian anak 

laki-laki dan anak perempuan, dalam surat an-Nisi' ayat 11 dijelaskan: 

J • ,,,. ,. .,,,.. .,. ,,. ., < J_ {~, ' ,,,. "- ,,. .,, ,,. ,,,. ~J ,,. ., "" ,_ ,,. 

..t.:u ~ ' illl ~)\; o' 0

• I ~ 015' 0u G.L:JI ~)\; ~l' 'I ~ " .:U- ~ ~ ' •1 0u .:U' , . ~ J' , ~~ ~ , ~ ~-' 'J - I ~ 'J 

01 Jl1 -: ~ < ~ ~', 0 -;{ • '~f 0 ':0 ':J rSJ' ·8i- rSJ' •lJT · ·s ·i lJb ' i,p-, , ~ ~ · '.r ~ '.j) ') .') ') . rJ.. -' ; <.>f'Y.. ,. , ') ,,., ,,, r v- ~ .. 

(\ \) ~ i:Jc 0l5' WI 
Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-ana/anu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua 
orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya 
lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 
dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta 
yang ditinggalkan).Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam 
dari hart a yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia 
(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu­
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian­
pembagian tersebut di alas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan 
setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Jni 
adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui Malia Bijaksana.3 

2 H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hu/cum Waris Islam, (Bandung: PT. Refika Aditama, 
2002), 3. 

3 Departemen Agama RI, Ai-Qur 'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 
2005), 78. 
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3 

Pelaksanaan pembagian waris terkadang berbeda antara satu daerah dan 

daerah lainnya. Hal ini dikarenakan berbedanya adat dan kebiasaan yang dipakai 

oleh daerah tersebut. Adanya ketentuan pembagian waris dalam Islam adalah 

sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian ahli waris. Seperti 

pembagian waris yang sering dipakai di tengah-tengah masyarakat suku 

Minangkabau yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya yang bersifat 

matrilinial. 

Minangkabau adalah salah sat u dari sekian banyak suku yang berada di 

nusantara. Sama halnya dengan suku-suku lainnya yang tersebar luas di wilayah 

zamrud khatulistiwa ini, Minangkabau memiliki kekhasan tersendiri. Perbedaan 

mendasar dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat 

Minangkabau. Sistem kekeluargaan yang bersifat matrilinial ini berpengaruh 

terhadap sebagian besar kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, sepcrti dalam 

segi pernikahan dan kewarisan. 

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Minangkabau 

yaitu: 

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu. 

2. Suku terbentuk menurut garis ibu. 

3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya 

( eksogami). 
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4 

4. Kekuasaan dalam suku ditangan ibu dan mamak4 

5. Perkawinan bersifat semendo bertandang yaitu suami mengunjungi 

rumah istrinya. 

6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya 

yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.5 

Dalam kewarisan masyarakat Minangkabau dikenal adanya harta pusaka 

tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik 

dari segi asal harta maupun dari cara pembagiannya. 

Harta pusaka tinggi ialah harta yang sudah dimiliki keluarga hak 

penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga 

bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya.6 Di sebagian daerah harta 

pusaka tinggi disebut dengan harta tua, hal ini dikarenakan tuanya umur harta 

tesebut. Kekaburan asal dari harta pusaka tinggi disebabkan oleh jauhnya jarak 

antara adanya harta dan orang yang mengurusinya sekarang. Se lain it u, juga 

disebabkan sudah bercampurnya harta pusaka tinggi dengan harta lain dari 

sumber yang berbeda. 

Ciri-ciri khusus harta pusaka tinggi adalah: 

4 Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau mamak 
memiliki tanggungjawab yang bersar terbadap keberlangsungan keluarga dan kemenakannya. 

5 Mubamad Radjab, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, (Center for Minangkabau Studies, 
1969), 17. 

6 Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum K ewarisan Islam dalam Lingkungan AdaJ 
.Minangkabau. (Jakarta: Gunung Agung. 1984), 216. Libat Van Dijk, Pengantar Hukum Adat 
Indonesia, (SumurBandung, Bandung, 1960), 45. 
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1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya 

2. Dimiliki oleh kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama 

3. Tidak dapat berpindah tangan ke luar kaum yang memilikinya kecuali 

bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama. 

Adapun kaum itu sendiri adalah inti dari s istem kekerabatan matrilineal 

yang kemudian dipecah menjadi jw·ai dan pecahan dari jurai adalah samande yang 

terdiri dari nenek, ibu dan anak-anaknya. Adanya pembagian anggota kaum dalam 

suku-suku untuk menghindarkan agar jangan terjadi kawin antar suku. 

Harta pusaka tinggi di Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. 

Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan 

kemenakan. Harta pusaka tinggi ini hanya bisa bertambah tidak bisa dikurangi. 

Namun ada ernpat keadaan yang mernbuat harta pusaka tinggi boleh digadaikan, 

yaitu: 

1. Maya! tabujua di tangah rumah artinya tanah pusaka tinggi dapat 

digadaikan apabila untuk biaya pemakaman. 

2. Rumah Gadang katirisan artinya apabila rumah kaum perlu diperbaiki. 

3. Gadih gadang alun balald artinya untuk mengawinkan perempuan yang 

telah cukup dewasa, yang kalau tidak dikawinkan dapat memalukan. 

4. Mambangldk batang tarandam artinya untuk menegakkan penghulu karena 

penghulu sebelumnya telah meninggal. Yang menjadi syarat mutlak untuk 
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terlaksananya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan 

dengan pusaka tersebut.7 

Sedangkan harta pusaka rendah berasal dari harta pencaharian suami istri. 

Baginya berlaku warisan kepada anak-anaknya menurut ketentuan hukum tari'iri, 

hukum agama Islam.8 

Pada awalnya dalam masyarakat Minangkabau hanya dikenal adanya barta 

pusaka tinggi. Dalam harta pusaka tinggi ini berlaku kewarisan matrilineal. Hal 

ini tergambar dalam pepatah adat sebagai berikut: 

Bidk-bkik turun ke sema.k 
Tiba di sema.k berilah ma.kan 
Harta ninik turun ke mamak 
Harta mama.k turun ke kemenakan9 

Dari pepatah adat tersebut j elas, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris di 

Minangkabau adalah mama.k terhadap harta ninik'0 dan kemenakan terhadap 

hart a mamak 11 Menurut adat Minangkabau pemegang hart a secara praktis adalah 

perempuan karena di tangannya terpusat kerabat matrilineal. Mamak berperan 

mengatur dan mengawasi penggunaan harta itu. 

7 Idrus Hamkimy DT. Rajo Penghulu, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, 
(Bandung: PT.Rernaja Rosdakarya, 2004), 129. 

8 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Adat Basandi 
Syara ', Syara 'Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari.(Sako Batuah: Padang, 2002), 70 

9 Jbid75 
10 Ninik adalah saudara laki-laki nenek. Ninik merupakan orang yang mengepalai suatu kaum 

atau keluarga. 
11 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam ... , 238. 
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Seiring dengan berjalannya waktu, dikenal istilah harta pusaka rendah atau 

harta pencaharian. Walaupun ada sebagian dari pemuka adat yang memisahkan 

antara hart a pencaharian dan harta pusaka rendah. 

Dalam kehidupan berkeluarga, harta yang didapatkan oleh suami istri 

selama kehidupan rumah tangganya itu adalah harta mereka bersama. Kemudian, 

apabila hubungan keluarga itu berakhir, maka harta milik bersama itu dibagi dua 

untuk suami dan istri sebagai hart a mereka masing-masing. Apabila merujuk pada 

konsep pewarisan harta pusaka tinggi, maka, bagian istri menjadi harta pusaka 

untuk anak-anaknya. Sedangkan, bagian suami menjadi pusaka bagi 

kemenakannya. 

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak terjadi perubahan 

dalam kewarisan di Minangkabau, kbususnya pada harta pusaka rendah. 

Berdasarkan hasil seminar pada tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang, ada beberapa 

kesimpulan, pada poin F tentang hukum waris disebutkan bahwa: 

1. a. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang 

diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris'2 diluar dan di dalam 

peradilan. 

b. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Wads yang termasuk ke dalam 

badan hukum itu, masing-masingnya bukanlah pemilik dari harta badan 

hukum tersebut . 

12 Mamak kepala waris adalah kakak laki-laki tertua Thu yang mengawasi peruntukan harta 
waris. 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



8 

2. a. Barta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukwn fari'.i.d 

b. Yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah seperdua dari harta 

yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya 

ditambah dengan harta bawaannya sendiri. 

c. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun 

kepada yang Jainnya hanya sebanyak-banyaknya sepetiga dari harta 

h . 13 penca anannya. 

Dari hasil seminar ini, meskipun redaksi yang digunakan adalah barta 

pencaharian, nampak jelas bahwa sudah ada perubahan pada kewarisan di 

Minangkabau. Perubahan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor 

agama, pendidikan, ekonomi serta faktor Jainnya. 

Ada hal yang menarik perhatian penulis ketika melihat fenomena yang 

terjadi di daerah yang penulis jadikan lokasi penelitian. Di daerah ini, untuk harta 

yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, meskipun harta tersebut berstatus 

harta pusaka rendah atau harta pencaharian, tidak diberlakukan hukum fari'kj 

sebagaimana mestinya. Barta pusaka rendah tidak bergerak seperti tanah dan 

rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian anak 

laki-laki. Padahal dalam Islam diatur secara jelas bahwa untuk pembagian harta 

warisan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Nampak 

ada kesenjangan antara pelaksanaan waris yang berlaku di tengah masyarakat 

13
. Mochtar Nairn, Menggali Hu/cum Tanah dan hukum Waris Minangkabau. (Padang: Center 

For Minangkabau Studies. 1968), 243. 
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Kurai dengan hukum waris yang telah diatur oleh Islam. Pembagian waris seperti 

ini juga tidak sesuai dengan hasil seminar di Padang pada tahun 1968 yang salah 

satu poinnya menjelaskan bahwa harta pusaka rendah atau harta pencaharian 

dibagikan sesuai dengan hukum Islam. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN W ARIS 

HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK DALAM MASY ARAKAT 

MINANGKABAU DI KANAGARIAN KURAI'', yang akan membahas mengenai 

pelaksanaan waris harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai dan 

bagaimana hukurn Islam mernandang hal tersebut. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Ada beberapa identifikasi masalah yang dapat penulis jelaskan berdasarkan 

Jatar belakang yang telah dipaparkan di at as, yaitu: 

1. Peralihan harta waris dalarn Islam 

2. Penyebab kewarisan dalam Islam 

3. Penghalang Kewarisan dalarn Islam 

4. Sistem kewarisan yang berlaku di Minangkabau 

5. Sistem kewarisan Minangkabau terhadap harta pusaka rendah 

6. Pengaruh Islam terhadap proses kewarisan di Minangkabau 

7. Pewarisan harta pusaka rendah tidak bergerak yang berlaku di 

kanagarian Kurai 
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Pembahasan mengenai kewarisan dalam Minangkabau sangatlah luas. 

Untuk mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis membatasi 

masalah dalam pembahasan ini dengan: 

- Deskripsi praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak 

dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai 

- Tinjauan hukum Is lam terhadap praktik pembagian harta pusaka 

rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian 

Kurai 

C. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis paparkan di atas, 

maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi praktik pembagian harta pusaka rendah tidak 

bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta 

pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di 

kanagarian Kurai? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara 

penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan 
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sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pemah clilakukan. 

Tidak dapat penulis pungk:iri bahwa pembahasan mengenai waris adat 

Minangkabau sudah banyak menjadi sorotan dan dibahas oleh banyak pihak. 

Hal ini dikarenakan sistem kewarisannya yang berbeda karena dipengaruhi oleh 

sistem kekeluargaannya yang bersifat matrilineal. 

Akan tetapi, topik yang sering cliangkat adalah mengenai pembagian 

harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi lebih sering menjadi sorotan karena 

metode pembagian pada harta ini tunduk pada sistem adat yang diadatkan di 

Minangkabau. Sedangkan mengenai kewarisan harta pencaharian atau pusaka 

rendah memang pemah dibahas dalam beberapa karya tulis ilmiah, di antaranya 

yang penulis temukan adalah: 

1. Tesis yang disusun oleh Rina Mulya Sari yang berjudul 

"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERGESERAN KE\VARISAN HARTA 

PUS AKA REND AH DALAM MASYARAKAT ADAT 

MINANGKABAU".14Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada 

pergeseran dalam pewarisan harta pusaka rendah yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah: pengaruh agama Islam, pola 

14 Rina Mulya Sari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pergeseran Kewarisan Barta Pusaka Rendah 
Dalam Masyarakat Adat Minangkabau ", Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera 
Utara, 2009 
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menetap dan pergeseran hubungan mamak dan kem~{l(ip;,'· beru~Jthnya fungsi 

rumah gadang, ekonomi dan pendidikan. 

2. Tesis yang disusun oleh Ria Agustar yang berjudul 

"PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN 

DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN 

LUBUK KILANGAN KOT A PADANG"15 Pembahasan dalam tesis ini hampir 

sama dengan tesis sebelumnya. Hanya saja, dalam tesis ini melakukan 

penelitian lapangan di kecamatan Kilangan kota Padang. Dalam tesis ini juga 

dibahas mengenai kecenderungan pembagian harta pencaharian menurut hukum 

Islam dalam masyarakat Minangkabau. 

Selain beberapa tesis ini, penulis juga menelusuri buku-buku yang 

membahas mengenai adat Minangkabau secara umum maupun buku yang 

secara khusus menyoroti kewarisan di Minangkabau. Di antara buku-buku 

tersebut adalah: 

1. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau yang diterbitkan oleh Gunung Agung Jakarta 1984. 

Buah karya Dr. Amir Syarifuddin ini adalah karya ilmiah sebagai 

syarat untuk memperoleh gelar Doktor. Dalam buku ini banyak 

13 Ria Agustar "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harts Pencarian Dalam Lingbmgan 
Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang'; Tesis pada Program 
Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008 
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menjelaskan mengenai hukum Islam yang sangat mempengaruhi 

kewarisan harta pencaharian di Minangkabau. 

2. Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau yang 

diterbitkan oleh Center for Minangkabau Studies. Dalam buku ini 

dihimpun beberapa tulisan yang terkait dengan hukum tanah dan 

waris di Minangkabau. Di dalam buku ini juga dilampirkan 

kesimpulan dari seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan 

pada tanggal 21-25 Juli 1968. 

3. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi .Kitabullah Pedoman Hidup 

Banagari. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam 

Minangkabau Sumatera barat. Buku ini merupakan hasil dari 

lokakarya yang dilaksanakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam 

Minangkabau (LKAAM) di Padang pada tahun 2002. Dalam 

lokakarya yang bertemakan adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah ini, dibahas mengenai pedoman hidup banagari menurut 

adat basandi syarak, syarak basandi Kitabu/Jah, sistem kekerabatan 

matrilineal di Minangkabau, sistem pewarisan sako jo pusako di 

Minangkabau dan Kesepadanan kepemimpinan Tungku Tigo 

Sajarangan di Minangkabau. 

Beberapa kajian yang telah penulis sebutkan di atas, tentunya 

bersinggungan dengan peneHtian ini. Penelitian sebelumnya juga membahas 
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mengenai kewarisan dalam masyarakat Minangkabau, baik dari segi pergeseran 

kewarisan harta pusaka rendah di Minangkabau ataupun dari segi 

pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan kajian 

sebelumnya, antara lain : 

1. Penelitian ini dilakukan di masyarakat kanagarian Kurai, atau bisa 

dibilang daerah Bukittinggi pada saat ini. Daerah ini banyak dijadikan sebagai 

tempat tujuan perantauan. Sehingga banyak masyarakat pendatang yang 

memiliki harta berupa tanah ataupun rumah. Sehingga harta ini bisa 

digolongkan sebagai harta pusaka rendah atau harta pencaharian. 

2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan pembagian harta waris pusaka rendah di kanagarian Kurai. 

Pelaksanaan yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi sorotan peneliti 

sebelumnya, karena dalam penelitian ini lebih dikhususkan terhadap harta 

pusaka rendah tidak bergerak seperti tanah dan rumah, yang bagi sebagian 

masyarakat diberlakukan hukum sebagaimana pada harta pusaka tinggi. 

Penelitian ini menjadi menarik ketika banyak terjadi pembagian harta 

pusaka rendah atau harta pencaharian di daerah ini tidak sesuai dengan bagian 

yang telah ditentukan dalam f8rii'i{i. Disamping di penelitian sebelumnya telah 

membahas bahwa untuk harta pusaka rendah atau harta pencaharian berlaku 

hukum Islam. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah 

tidak bergerak di kanagarian Kurai 

2. Menganalisis dengan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian 

hart a pusaka rendah tidak bergerak yang berlaku di kanagarian Kurai 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut: 

1. Aspek teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan mengenai pewarisan harta pusaka rendah di daerah Minangkabau, 

khususnya harta pusaka rendah tidak bergerak. Selain itu, diharapkan penelitian 

ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami 

atau memahami lebih lanjut mengenai kewarisan harta pusaka di daerah 

Minangkabau. 

2. Aspek praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

masyarakat di kanagarian Kurai d~lam melaksanakan pembagian harta waris, 

terutama harta waris pusaka rendah tidak bergerak. Karena, harta tidak bergerak 

yang berupa tanah atau nnnah, sering membuat bingung masyarakat dalam 

pelaksanaan pembagiannya. 
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G. Definisi Operasional 

Untuk memahami masing-masing variabel dalam penelitian ini, sehingga 

bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau menguk.ur variabel 

penelitian, maka perlu dipaparkan maksud dari variabel atau konsep penelitian. 

Berikut adalah penjelasan pengertian dari variabel-variabel tersebut : 

Hukum Islam 

Harta Pusaka Rendab 

:Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

berkenaan dengan kebidupan berdasarkan al-Qur' an 

dan as-Sunnah atau disebut juga hukum syara'. 16 

Harta pencaharian suami istri dalam suatu 

perkawinan. Seorang laki-laki yang berusaha bersama 

istrinya dan mendapatkan barta selama bersuami istri 

maka harta yang didapat tersebut mempunyai 

kedudukan tersendiri dalam masyarakat adat 

Minangkabau yang disebut dengan harta pencaharian. 

Apabila pada suatu waktu perkawinan tersebut terhenti 

baik karena perceraian atau karena meninggalnya salah 

satu pibak, maka menurut norma adat harta 

peninggalan tersebut dibagi dua, separuhnya menjadi 

hak dari suami atau kemenakannya dalam kaumnya, 

dan separub lagi untuk istri maupun anaknya. 

16 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), 169. 
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Kewarisan Minangkabau : Peralihan haiia dari orang yang telah meninggal 

kepada ahli warisnya yang berlangsung di daerah 

Minangkabau. 

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

PEMBAGIAN WARIS HARTA PUSAKA RENDAH TIDAK BERGERAK 

DALAM MASY ARAKAT MINANGKABAU DI KANAGARIAN KURAI", 

terbatas pada pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian harta tidak bergerak 

di kanagarian Kurai, yang kemudian akan dianalisa dengan hukum Islam. 

H. Metode Penelitian 

1. Data yang djkumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam masalah illi adalah sebagai berikut: 

a. Data tentang pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak 

bergerak di kanagarian Kurai 

b. Data tentang sistem kewarisan di Minangkabau 

c. Data hukum Islam mengenai ketentuan waris. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 

dua kategori, yaitu: 

a. Data Primer 
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Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek 

penelitian lapangan (responden), yaitu : 

lain: 

• Tokoh masyarakat di kanagarian Kurai 

• Tokoh adat di kanagarian Kurai 

• Tokoh agama di kanagarian Kurai 

• Masyarakat Kurai 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian antara 

1) U$ul 'jlmu al-Mawiiris: karya Ahmad Abdul jawwad 

2) Hukwn Waris Islam karya Fathur Rahman 

3) Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq 

4) Pela.ksanaan Hukwn Kewarjsan Islam dalam Lingkungan Ada! 

Minangkabau karya Amir Syarifuddin 

5) Mengga/i Hukum Tanah dan Hukum Waris Mjnangkabau karya 

Mochtar Nairn 

6) Ada! Basandj Syarak, Syarak basandi ](jfabullah Pedoman Hidup 

Banagari oleh Lembaga kerapatan Adat Alam Minangkabau 

7) Sumatera Baral m Panggung Sejarah karya Mestika Zeid 

8) Hukum Waris Adat karya Hilman Hadikusuma 

9) Hukwn Waris Jndonesja karya Hilman Hadikusurna 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

ad al ah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.17 

Dalam penelitian kaJi ini , responden yang diwawancarai adalah tokoh 

masyarakat, alim ulama dan para pemuka adat. Wawancara terhadap beliau 

didasarkan pada posisi beliau di masyarakat yang sangat memungkinkan beliau 

untuk menjadi tempat bert anya bagi masyarakat, menimbang banyak hal yang 

beliau pahami mengenai adat Minangkabau. 

Di samping tokoh masyarakat, adat dan agama, dalam penelitian ini juga 

sangat dibutuhkan wawancara dengan masyarakat yang telah meJaksanakan 

peralihan harta dengan cara waris di tengah-tengah keluarganya. Wawancara 

dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan 

tepat mengenai pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak yang 

berlangsung di kanagarian Kurai. 

b. Studi Dokumen 

17 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelilian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet 
x, 2009), 83. 
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Studi dokurnen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalarn suatu 

penelitian sosial. Cara ini dilakukan untuk mernperoleh data dari sumber 

sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah didapatkan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. 

Langkah awal adalah menggambarkan praktik pembagian waris kemudian 

dianalisis dengan hukum Islam. 

Dengan metode ini, akan diketahui bagaimana pelaksanaan pembagian 

harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai, untuk selanjutnya di 

analisis dari segi hukum Islam dengan pola pikir yang deduktif. 

L Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah alur pembahasan dalam menganalisis studi ini, maka 

diperlukan sistematika untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian yang 

isinya sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bah ini merupakan metodologi penelitian yang meliputi 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penulisan, ·kegunaan basil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan teori, tentang ketentuan waris dalam hukum Islam yang 

meliputi: pengertian hukum kewarisan islam, faedah dan hukum mempe.lajari 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



21 

ilmu waris, dasar hukum kewarisan, sebab-sebab kewarisan dalam islam, rukun 

dan syarat dalam kewarisan islam, penghalang kewarisan, asas-asas dalam 

kewarisan islam dan ahli waris dalam kewarisan islam. 

Bab Ill merupakan data penelitian yang memuat data yang berkenaan 

dengan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah 

tidak bergerak di kanagarian Kurai yang terdiri dari: monografi kurai limo jorong, 

harta pusaka dalam kewarisan Minangkabau, haiia pusaka rendah di 

Minangkabau dan pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di 

kanagarian Kurai. 

Bab IV Analisis, yang merupakan tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai. 

Bab V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KEW ARISAN DALAM ISLAM 

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 

Waris adalah hal yang mengatur mengenai perpindahan harta dari orang 

yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan (ahli waris). Aturan 

mengenai waris dikenal dengan beberapa istilah diantaranya: !ari'jrf, fiqh 

mawaris dan hulanu al-wiris. Perbedaan penggunaan istilah ini dikarenakan 

berbedanya titik pembahasan mengenai hal ini. 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiq/J as-sunnal1 menggunakan ist ilah fa1i'k/. 

Dalam kitab fiqh as-Sunnah dijelaskan bahwa fari'iq'merupakan jamak dari kata 

faikjah yang berasal dari far</ yang secara bahasa bermakna bagian. Sedangkan 

kata farq' secara syara ' adalah bagian yang tel ah ditentukan yang diperuntukkan 

kepada ahli waris, dan ilmu yang membahas mengenai bal ini dinamakan dengan 

'ilmu al-mlriS at au 'ilmu fari'k/. 

Sedangkan Ahmad Abdu al-Jawwid menggunakan istilah mawiiris yang 

tertuang dalam kitabnya Ushulu 'ilmi al-mawiris. Dalam kitab ini dijelaskan 

bahwa: 

1 Jawwad, Ahmad Abdul, U.sul 'Omi al-Mawiiris, (Beirut, Dar al- Jail, 1975), l. 
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llmu mawiris merupakan ilmu syarl'ah yang bersumber dari kitab, sunnah 

dan ijma'. Ilmu mawiiris berfungsi untuk memberikan masing-masing ahli waris 

apa yang seharusnya ia dapatkan. Dapat dilihat dari detailnya at uran yang 

dijelaskan dalam ilmu mawiris mengenai bagian dan orang-orang yang berhak 

menerima waris, sehingga wajib dijadikan pedoman bagi orang yang akan 

melaksanakan pembagian .. harta waris. Hal ini untuk menghindari terjadinya 

seseorang memakan harta orang lain secara batil. 

Definisi lain mengenai farii'k/ ini, seperti yang terdapat dalam k.itab al-

farii'irj fiqhan wa hisaoan adalah: 

Farii'irj juga djkenal dengan ilmu mawiris. Dalam ilmu ini dipelajari ilmu 
yang terkait dengan pembagian harta warisan dan penyerahannya kepada orang 
yang berhak atasnya. Dengan memberikan kepada tiap-tiap ahli waris bagian 
yang seharusnya dia dapatkan. 

Hukum kewarisan Islam yang juga dikenal dengan beberapa istilah lain di 

antaranya: ilmu farii'irj dan ilmu mawiiris merupakan ilmu yang di dalamnya 

memuat kaidah-kaidah fik.ih dan hisab yang berguna untuk mengetahui hak-hak 

yang terkait dengan harta warisan dan mengetahui bagian masing-masing dari 

ahli waris. 

2 Al-Syami ~aleb Ahmad, al-Fari'kj Fiqha.o wa Hisiba.o, (Beirut:Al-Maktab Al-Isla.mi, 2008), 
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Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam hukum kewarisan ini, diantaranya 

adalah: hak-hak yang terkait dengan tirkah atau harta warisan secara umum, 

urutan ahli waris, sebab-sebab, syarat dan penghalang mewarisi, penjelasan 

mengenai bagian masing-masing ahli waris, hijab, 'au], radd dan beberapa 

persoalan lainnya yang terkait dengan peralihan harta dari seseorang yang 

meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkannya (ahli waris). 

B. Faedah dan Hukmn Mempelajari Ilnm W aris 

Satu hal yang tidak pernah bisa dihindari dari sebuah kehidupan adalah 

kematian. Ketika kematian terjadi dalam Islam dikenal adanya peralihan harta 

dari pewaris (orang yang telah meninggal) kepada ahli waris (orang yang 

ditinggalkan). 

Al-Quran secara rinci dan detail telah mengatur mengenai kewarisan ini. 

Pihak-pihak yang berhak menerima serta bagian-bagiannya telah ditentukan 

secara jelas. Tidak cuma itu, sangat banyak ditemui hadis yang juga ilcut 

menambah dan memperkuat penjelasan mengenai waris ini. Selain memperkuat, 

dalam hadis juga dapat ditemui aturan-aturan yang belum dijelaskan dalarn al­

quran. 

Ilmu waris ini berguna untuk memberikan bak orang-orang yang telah 

ditentukan. Dengan adanya ilmu waris ini maka manusia akan terhindar dari 

memakan harta orang lain. 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



25 

Adapun Rasulullah memerintahkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu 

fari'icj. Agar tidak terjadi perselisiban-perselisiban dalam membagi barta pusaka. 

Perintah untuk mempelajari fari'iqterdapat dalam hadis: 

.,. ,,, ... 0 0 ,.. ,,, ' " ,, ~ " 0 ~ 

c.S~ Llj 4.i~ ~I» Ji.; -r-L_, o.# A'.iil ~- ~I Jyj 01 c.f'~I <). J?- <). ~I~~ 

3.« al~~ ~l _;\ ~~ ~ _;\~ ~T ~ W .!JJ~ 
Hadis ini menjelaskan mengenai keutamaan mempelajari tiga ilmu yang 

dianggap sebagai pokok ilmu, yaitu ilmu al-Quran, ilmu hadis dan ilmu fari'kj. 

Perintah untuk mempelajari ilmu fari'iq merupakan perintah wajib. Hanya saja 

kewajiban belajar dan mengajarkannya itu gugur apabila ada sebagian orang yang 

telah melaksanakannya. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, 

orang-orang Islam semuanya menanggung dosa lantaran melalaikan sebuah 

kewajiban, (ak ubahnya seperti meninggalkan kewajiban kewajiban ldfii'i 

lainnya.4 

C. Dasar Hukum Kewarisan 

Al-Qur'an dan sunnah nabi merupakan sumber utama dalam pengambilan 

hukum Islam. Tidak terkecuali dalam waris. Ayat-ayat al-Quran menjelaskan 

secara detail mengenai hal kewarisan. Baik dari segi penerima, bagian yang 

diterimanya dan aturan-aturan lainnya. Hal ini juga ditunjang dengan hadis yang 

diriwayatkan oleh para sahabat. 

3 As- Sajsiiniy, Abu diiwud Sulaiman bin Asy'ab, Simao Abu Diwud,Juz II (Beirut: Dar al­
Fikr, t.t.,), 328. 

4 Fatchur rahman, flnw Wads, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 35. 
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Ayat-ayat al-Qur, 'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur 

tentang kewarisan itu adalah sebagai berikut: 

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an 

a. Surat an-Nisi' ayat 7 

~ 0 ~-J~1- 01.:U1~i1 il-~ ~ L...,di ~L:iu - 0 ~-.i\11- 01.:u1~i1 il-~ v L...,di Jl.5/''o , '.JI,...- '.-' , ,y ~ , . - , , .!J ~J '.J , ,y ~ , . - , , './"' , 

- • , %"' t. .o y (V) L:.o ) . ' l.:..,a.i ' · 0 1 4..:.... ::. -'J.;A-" .• , -' , 

Aitinya: Bagi laid-laid ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 
dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedildt atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan.5 

b. Surat an-Nisi' ayat 8 

_ , r1 J } 0 J, 0 0 ,o , 'r • , 
(A)\..; J•, ':}il · ' 1 - 1~- L :J,~· ·~ { <~\' ' 2ll' ~·~II _\ ~I /. , 1.)1 ' 
~ .T 'Y .T'J , r .J'.J.J u:: ' '.J LS'° - '.J L3r Y J , fi2>' !.' 

Aitinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
misldn, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedamya) dan ucapkanlah 
kepada mereka Perkataan yang baik 6 

c. Surat an-Nisi' ayat 9 

; ... } • 0 ~ ' ""' o,... ... J ,,, "' J 0 ) ... ~ 0 

( '\) \..i.,J..::., ':}il I-'-~ ' ' ' d.lll l - ~:::-1;. ~ b~IC. I ' \;:. ut;...o d3".) ~ ~ .;t~ ~ \- <::~ ~I ~ jj\ - ~!.-_ -\ 
- - .T 'YY"!'-' ~ ~ ~ , ;; ~ ~ 'Yr :r LJ:! , ~.J 

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
me1-eka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar. 7 

d. Surat an-Nisa' ayat 10 

5 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 
2005), 78. 

6 Ibid 
7 Ibid 
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Artjnya: Sesungguhnya orang-onwg yang memakan harta anak yafjm secara 
za}jm, sebenamya mereka itu menelan apj sepenuh perutnya dan mereka 
akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 8 

e. Surat an-Nisii' ayat 11 

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak­
anahnu. Yaitu: bahagian seorang anak lelafd sama dengan bagahian 
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 
Jebjh dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan; jjka anak perempuan itu seorang saj a, Maka ia 
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masjng­
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleb ibu-bapanya (saja}, Maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhj wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang t uamu dan anak-ana/anu, 
kamu Udak mengetahui siapa dj antara mereka yang Jebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan darj Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Jagi Maha Bijaksana.9 

8 Ibid 
9 Jbid ,19. 
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,, 'C. J~ ,, } < ,,,. ,,. 0 ~ ) ; 0 " } .I. 
"~ ;•· . "S 0 1 \J£ ; J ~; ~ ~ ~I J J lY." .:J_, ~.) ~ ;~I I ·I.) 0t.; J l:JI 

.J J:? cJ.. ) ~ ~y.. ·· ; ') ; . ~ ; - ~ '.r" \' v ; ~ .r' 'J' ~ r...t' . , 

( ' t) ~ .1~ ~ .1c. lli1- .ill1 ~ L ­P' F' ..., , ~ •; ') 

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri­
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
diti11ggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meni11ggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) a/au seorang 
saudara perempuan (seibu saja)J Maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga ilu, sesudah 
dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 
dengE111 tidak memberi mudl1aJ'at (kepada ahli waris). (Allah menetapkan 
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dal'i Allal1, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.10 

g. Surat an-Nisa' ayat 13 

~~; 4J ~ ..UL?:. Jt ~=\11 1 ~ -~ ~ <.S ~ u8:. tl:>-~ ~ J " WI • \.,~ ~ ,, Ji1 ~ l;. at , ') •; cJ.. ;; .J'T' ~ ~ --r· • ; - '.}-".)) y- lr) ; ') , 

( \ l) ~ -~~I j_;j1 
Artinya: (Hukwn-hukwn tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalam11ya sungai-sungai, 
sedang mereka kekal di dalam11ya; dan Itulah k emenangan yang besar.11 

h. Surat an-Nisii' ayat 33 

I~ 01S' WI 01 • J ' • :.A ·TI • ·[c ~~ ~ l.ll' 0 ~-_j )I' 01.iJldl !}, :: [( - II'' l ~ I;.:;.,. 1 , 
, , , ,:; ~ ; J < ~J J ;O;r ~ , • C. I • , ,:; o ~J 

L>" ~ ~ \' '.Y - cJ.. ; ..., 'J!J ..., , -'Y ~ , ~~ ;) 

(11) 1j_"t':. ~~ ~ 
Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditingga/kan ibu bapak 

dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan Oika ada) orang-

IO Ibid, 79. 
II /bid 
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orang yang kamu telah berswnpah sefja dengan mereka, Maka berilah 
kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 
sesuatu.12 

i. Surat aJrNisii' ayat 176 

~ I ~ I~ .:=...;:.. ~- .:ii' ~ , •\ ~ •'"I 01 ~)\>VI .·~ • _., llil 1; J1j -·~•, - )r - ,. , - - - .. -~.?: ~, • ::; , ,. 
, "t"-' '.J '.J if!' y , ~ , l..i'.. . , • !..(' ~ 

"" .J ,,,. • ,,,. ,,,. ~ /,J ,,,. 0 ,,,. ,,,. 0 -- ,,,. . ... ( ~J ,, 0 .J ,,,. ,,,. 
;;- .. I I ·lS' 01 ' !.!-· \.! 01.±.11 I , ~ I~ .• ~~ ·1 8l5' 0~ .:ii ' G!. ~ , ·1 01 I~'.' , ~- !.!-· ~ 
~~ '.Y ~ '.r , , ~ ~ ~ '.J • I ~ ~I- J '.J '.r 

J ~ ~ ,,, ~""' J ,,, :::; , o~ ':I :) , ~ 

(' VI) ~.IC. • '• ~1 <' llil' 1-1 :..: 0f • (I :JJI ~--' ··-:: ·~1..12.>. ,\:.. <lill • L::.....i ' ~l>. P" ~r.,r' ~ '.J '.J""'f"' ("""''"' ~ ~ u-; ..J"'• , " ~J "-1 

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah Katakanlah: ''Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua da1i 11arta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya duapertiga dari hart a yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara 
laki-lald sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukwn ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesal. dan Allah 
Malia mengetahui segala sesuatu.13 

2. Sunnah Nabi 

Hal-hal yang terkait dengan peralihan ha1ta dengan cara waris telah diatur 

secara jelas dan rinci dalam al-Quran .. Selain bersumber dari al-Quran beberapa 

permasalahan waris juga dijelaskan dalam hadis. Dalam hal ini hadis berfungsi 

untuk memperkuat penjelasan yang ada di al-Quran dan menjelaskan haJ-haJ yang 

tidak ditemui di al-Quran. Hadis-hadis yang membahas mengenai waris di 

antaranya; 

12 Ibid 
13 Ibid, 105. 
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a. Hadis dari Ibnu Abbas yang memerintahkan untuk membagikan harta 

kepada para ahli waris: 

0 .... ,,,. 0 0 , ~ J ,,,.,,. ... ,,. 

~!)JI ~f 0:-1 JL;JI ~I» -r-L_, ~ .i.lil j..o- ~I Jyj JL; JL; <..(~ 01 ~ 
14. « p) J_;)IJ ~!)1 0 ~ ~I y~ J&:. 

• 
Dari lbnu Abbas berkata: bersabda rasulullah SAW· berikanlah faraid 
(bagiab-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak sesuai dengan 
apa yang ada dalam Kitabullah, dan selebihnya berikanlah untuk laki­
la/d dari keturunan Ja/d-lafd. 

b. Hadis dari abu hurairah yang juga memerintahkan untuk melaksanakan 

pembagian waris: 

Dan masih sangat banyak hadis-hadis lainnya yang menjelaskan mengeanai 

persoalan waris. 

D. Sebab-Sebab Kewarisan dalam Islam 

Dalam kewarisan Islam, adanya peralihan hart a dari seorang pewaris kepada 

ahli warisnya baru terjadi apabila ada salah satu dari sebab-sebab kewarisan. 

Secara garis besar, sebab-sebab kewarisan itu ada dua, yaitu: sebab nasabiyah dan 

sababiyah. Namun, secara rinci sebab-sebab kewarisan ada tiga hal, yaitu: 

1. Perkawinan 

14 Ni- Sajsaniy, Abu dawud Sulaiman bin N;y'ab, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Darul Filer, Juz 
2,), 331. 

15 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan at-TurmuZi, (Beirut: Darul Filer, Juz IV, 
2005), 27. 
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Pekawinan merupakan salah satu sebab menerima waris yang dapat 

digolongkan sebagai sebab sababiyah. Seorang suami ataupun istri secara hukum 

mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya dari pasangannya yang telah 

meninggal. Bagian tersebut ada kalanya setengah, seperempat atau seperdelapan. 

Suami istri tersebut disebut ahli waris (a$]Jabul furuc/) sababiyah. 

2. Kekerabatan 

Kekerabatan merupakan hubungan nasabiyah antara pewaris dan abli waris. 

Kekerabatan ini terdiri atas a/-furu' (keturunan ke bawab), al-u,rnl (keturunan ke 

at as) dan al-hawasyi (keturunan menyamping). 

Hubungan kekerabatan atau nasab disebut juga hubungan darah. Hubungan di 

sini bersifat alamiah dan ditentukan oleh kelahiran. Seseorang yang dilahirkan 

oleh seorang ibu, mempunyai hubungan kerabat dengan ibu itu dan orang-orang 

yang memilki hubungan kekerabatan dengan ibu tersebut. Di samping itu, dia 

juga memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang secara sah menikahi 

ibu it u dan dia lahir dari pernikahan tersebut (sebagai ayah) dan berhubungan 

kerabat pula dengan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan laki­

laki itu. 

3. Wala' 

Wali'merupakan hubungan pemerdekaan hamba, yaitu hubungan seseorang 

dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Hubungan di sini hanyalah 

hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba, berhak 
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menjadi abli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Tapi hal ini 

tidak berlaku sebaliknya, hamba sahaya tidaklah ahli waris bagi orang yang telah 

memerdekakannya.16 

Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam menambahkan satu hal lagi 

sebagai penyebab kewarisan, yaitu hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia, 

apabila tidak memilikj ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya 

di serahkan ke baitul ma! untuk urn at Islam dengan j alan pusaka. 

E. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam 

Dalam kewarisan ada tiga unsur yang menjadi rukun dalam kewarisan. 

Dengan adanya tiga rukun ini berulah terjadi kewarisan. Rukun kewarisan 

tersebut adalah: 

1. Ahli waris (~-!~I) yaHu orang yang akan mewaris/menerima hart a 

warisan. Dia berhak menerima harta tersebut dengan adanya salah satu 

dari sebab-sebab kewarisan. Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara 

khusus dan langsung oleh Allah dalam al-Quran dan oleb Nabi dalam 

badisnya; ada yang ditemukan melalui ijtihiid dengan meluaskan lafaz 
' 

. yang terdapat dalam na~ hukum dan ada pula yang dipahami dari 

petunjuk umum dari a1-Qur'an dan hadis nabi. 

16 Amir Syarifuddin, Ga.ris-Ga.ris Besu Fiqh, (Jakarta: Prenada Media,, 2005), 150. 
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2. Pewaris (~.)rJI) yaitu orang yang telab mati dan meninggalkan barta 

untuk diwariskan. 

3. Harta yang akan diwariskan (~j)_;.jl). Mengenai harta yang 

ditinggalkan oleh seseorang terdapat dua istilah, yaitu tirkah dan 

mawrus. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian tirkah, sebagai 

berikut: 

Menurut ulama lfanafiyah 

1 7~ J1··~1 ~ ~I W.=- t.; • J:> ~-II , '.J"" ~ ~ l?· 'J';: 

Menurut ulama Miifildyah, Syiifi'iyah dan lfanaoilalr. 

Terlibat ada perbedaan antara pendapat ulama lfanafiyah dengan ulama 

lainnya dari imam yang empat. Menurut ulama Hanafiyah tirkah hanya terbatas 

pada barta atau yang bersifat materi saja. Sedangkan menurut ulama Miifildyoo, 

Syiifi'iyah dan lfaniibilah, yang tergolong tirkah adalab segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Hal tersebut bisa berupa harta atau 

berupa bak-hak lainnya. 

17 Sayyid Siibiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Darul Fikr, 2006), 1004. 

18 Ibid. 
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Kemudian apabila dikaitkan dengan mawriis, maka mawriis atau harta yang 

akan diwariskan lebih khusus daripada tirkah. Mawriis atau harta warisan adalah 

apa yang ditinggalkan oleh pewaris dan telah terlepas dari segala macam hak 

orang lain di dalamnya. 

Adapun hak-hak yang terkait dengan Urkah ada empat hal. Keempat hal ini 

masing-masing lebil). didahulukan dari yang lain. Apabila seseorang meninggal 

dunia, maka tirkah atau harta peninggalannya harus dilepaskan terlebih dahulu 

dari hak-hak yang terkait di dalamnya, dengan urutan sebagai berikut: 

I. Biaya penyelenggaraan jenazah 

2. Melunasi hutang-hutang orang yang meninggal. 

3. Melaksanakan wasiat orang yang meninggal, maksimal sepetiga dari 

harta peninggalan setelah pembayaran hutang 

4. Pembagian sisa tirkah (mawrus) kepada ahli waris. 

Selain adanya tiga rukun dalam kewarisan, kewarisan baru bisa 

dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat-syarat kewarisan. Syarat-syarat tersebut 

adalah: 

1. Matinya pewaris, kematian pewaris menurut ulama dapat dibedakan 

kepada tiga macam:19 

a. Mati haqlqlj{sejati) 

b. Mati huhny(menurut putusan hakim) 

19 Fatchur rahman, Jlmu Wllris, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 79. 
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c. Mati taqdlry(menurut dugaan) 

2. Hidupnya ahli waris, seseorang ahli waris hanya akan mewaris apabila 

dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. 

3. Tidak adanya penghalang menerima waris 

Al)mad Abdul Jawwad dalam kitabnya U.sul 'Jlmu Mawiris menambahkan 

bahwa syarat dalam pembagian waris adalah mengetahui asal atau sebab dia 

mendapatkan waris. 

F. Penghalang Kewarisan dalam Islam 

Penghalang waris adalah tidakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan 

hak seseorang untuk mempusakai atau mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan 

syarat-syarat mempusakai atau mewarisi.20 

Adapun penghalang kewarisan dalam Islam adalah: 

1. Perbudakan 

Ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan penghalang seseorang untuk 

mendapatkan waris. Seorang budak tidak berhak menerima warisan dan tidak 

berhak pula untuk mewariskan hartanya. 

Perbudakan menjadi penghalang waris berdasarkan firman Allah dalam 

surat an-Nahl ayat 75 

,. o ,,.,fo~ ~ 

.... ~ )~ 'i lS"'_,u I~ ~ WI y~ 

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang 
dimilild yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ... 

2° Fatchur rahman, I/mu Waris, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 83. 
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2. Pembunuhan 

Jumhiir telah sepakat menetapkan pembunuhan pada prinsipnya adalah 

pengbalang seseorang dalam mendapatkan waris. 

Ulama hanya berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang 

bagaimanakah yang menjadi pengbalang waris. Hal ini dikarenakan ada beberapa 

jenis pembunuhan yang dikenal dalam Islam. Pembunuhan yang dilandasi 

permusuhan dan tidak, serta pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau 

tersalah. 

Perbedaan pendapat Imam yang empat mengenai jenis pembunuhan yang 

menjadi penghalang waris, dapat disimpulkan sebagai berikut:21 

21 Ibid, 94 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



37 

IfanafJyah Milikiyah SyiifJ 'iyah Hanabilah 
a. Pembunuhan a. Pembunuhan a. Pembunuhan 

dengan sengaja dengan sengaja ~ dengan sengaja ;:I .... 
b. Pembunuhan b. Pembunuhan § b. Pembunuhan 

mirip sengaja mirip sengaja 00 mirip sengaja .,,., ;i •I') c. Pembunuhan Pembunuhan tak Pembunuhanka ·~ c. ta c. 

~ karena silap langs1mg 'Eb rena silap 
,:::s d. Pembunuhan a d. Pembunuhan p. ..... 

dianggap silap dianggap silap 
~ :a 

"' e. Pembunuhan ·a-
~ Q) tak langsung 8 

~ ui t: Pembunuhan 
~ -~ yang dilakukan ~ ~ 
8 "' oleh gayn1 

~ -~ nwkallaf 
a. Pembunuhan Pembunuhan 

(J Q) 

a. Pembunuhan a. Q) = Vl Q) 

.,,., tak langsung karena silap ;i s karena hak 
· .~ b. Pembunuhan b. Pembtmuhan 13 b. Pembunuhan 
~ karena hak dianggap silap § karena uwr. Cl! 
,:::s c. Pembunuhan c . Pembunuhan 'S .... 
~ yang dilakukan karena hak 

Q) 
p. 

~ 
oleg ghairu d Pembunuhan ~ 
mukallaf dilakukan 

(J 

yang "' ;:::, s 
~ d. Pembunuhan oleh gayru 

"' karena uzur mukaUaf ;:::I 

C3 8 
e. Pembunuhan Q) 

Cl) 

karena uzur 

3. Berbeda Agama 

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang 

terjadinya kewarisan di antara keduanya. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi 

yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid: 

22 Ahmad Ibnu Hanba~ Musnad Ahmad ibn HRDbal, Juz V (Beirut: Darul Fikri, , t.t.,), 209 
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Namun diriwayatkan dari Mu'az bin Mu'awiyah dan Ibnu Musayyab bahwa 

muslim dapat menerima waris dari orang kafir, tapi tidak berlaku sebaliknya. 

Sama halnya dengan seorang laki-laki muslim boleh menikah perempuan non 

muslim, tapi perempuan muslimah tidak bisa menikah dengan laki-laki non 

muslim. 

4. Berbeda negara 

Yang dimaksud dengan beda negara dalam hal ini adalah ibarat suatu 

tempat yang ditinggali oleh pewaris dan ahli waris baik negara tersebut berbentuk 

kesulatanan, kerajaan ataupun republik. 

Dua negara dikatakan berbeda ditandai dengan adanya tiga ciri berikut:23 

a. Angkatan perangnya berlainan 

b. Kepala negaranya berlainan 

c. Tidak ada ikatan kekuasaan 

G. Asas-Asas Kewarisan dalam Islam 

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang 

disampaikan oleh Rasulullah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas 

yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber 

dari akal manusia. Di samping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu 

mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. 

23 Fatchur Rahman, Jlmu Wads, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), 106 
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Berbagai asas hulann ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukwn 

Kewarisan Islam itu.24 

Asas-asas tersebut adalah: 

I. Asas ]jbiri 

Asas Jjbiiri (mernaksa), dalarn arti peralihan harta dengan sendirinya dari 

yang meninggal kepada yang hidup rnenurut ketentuan hukum-hukum Allah, 

tanpa melihat kebutuhan - kebutuhan para pewaris. Hal yang sama juga terlihat 

dari peralihan harta secara langsung, jmnlah harta yang clialihkan serta kepada 

siapa saja harta itu dialihkan tanpa ada yang berhak menambah atau mengurangi 

bagiannya.25 

Asas ijbiiri dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, 

yaitu dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih dan kepada siapa harta 

itu beralih. 

Unsur ijbiiri dari segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta 

orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa 

kecuali Allah SWT. Asas ijbiri dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah 

dalam surah an-Nisi' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki 

ataupun perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib 

kerabat. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa setelah adanya kematian seseorang 

24 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisao Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
2008), 17 

25 Yaswinnan, hukum Ada! Keluarga dao Islam, (Padang:: ANDALAS University Press, 
2006), 222 
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secara otomatis memiliki hak dari harta orang yang meninggal. DaJam haJ ini 

pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu dan ahli waris pun tidak perlu meminta 

haknya. 

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian hart a at au hak ahli waris 

dalam harta warisan sudah ditentukan secara jelas. Tanpa mempertimbangkan 

kebutuhan masing-masing ahli waris terhadap barta warisan, al-Qur'an secara 

jelas telah menentukan bagian masing-masing ahli waris, sehingga tidak ada ahli 

waris yang berhak menambah atau mengurangi bagian tersebut. Dengan adanya 

bagian yang pasti ini diharapkan seseorang tidak memakan hart a orang lain secara 

batil. 

Bentuk ijbirj juga dapat ditemui dalam kepada siapa harta itu beralih. 

Dengan adanya penentuan ahli waris secara jelas dan pasti tidak ada usaha yang 

bisa menjadikan seseorang yang bukan ahli waris dapat menerima warisan. 

2. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan 

beralih melalui dua arah. Asas bilateral ini tercantum secara jelas dalam firman 

Allah dalam surat an-Njsa' ayat: 7, 11 , 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan 

bahwa baik laki-laki ataupun perempuan, dia berhak menerima warisan dari pihak 

ayah dan pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. 
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Adanya asas bilateral dalam sistem kewarisan Islam juga dapat dipahami 

dari ayat-ayat selanjutnya. Dengan rincian:26 

Dalam ayat 11 ditegaskan: 

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang t uanya 

sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang 

anak laki-laki menerima dua kali lebih banyak dari bagian anak 

perempuan 

2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun 

perempuan. Begit u pula ayah sebagai abli waris laki-laki berhak 

menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. 

3. Asas Individual 

Dalam sistem hukum kewarisan Islam harta peninggalan yang ditinggal 

mati oleh si yang meninggal dunia, dibagi secara individual, secara pribadi 

langsung kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif seperti yang dianut 

dalam sistem hukum adat di Minangkabau, bahwa harta pusaka tinggi itu diwarisi 

bersama-sama oleh klan atau suku dari garis pihak Ibu.27 Asas individual dalam 

hukum kewarisan Islam dapat dipelajari dari surat An-Nisi' ayat 11: 

26 Amir Syarifuddin, Hukum K ewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet 
ill, 2008), 20 

27 M. Idris Ramulyo, Perhandingn.n Peloksanaan Hukum Kewa.dsan IslllID dengan Keworisan 
M enurut Kitah Undang-Undang Hukum Perdaata. (11"1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 117 
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a. Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak 

perempuan 

b. Bila anak perempuan itu dua orang atau lebih bagiaannya duapertiga 

dari harta peninggalan 

c. Dan jika perempuan itu hanya satu orang saja, maka bagiannya seperdua 

harta peninggalan.28 

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib 

dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang 

melanggarnya sebagai mana yang dinyatakan Allah dalam surat an-Njsa' ayat 13 

dan 14: 

o~ " " .-: ~ o ""' " :::; J ~ 
~ ~ ..UG:. }4.-i~I ~ ~ 1.5 ~ ._:.,8,. ll:,:.~ ~ } ,, WI • I./. ~ ,, d.UI ~ _G.. J.U; , ,J.. ,, ) , ~ -'-!"' ~ . , - '.J"""J) v Lr") , ') , 

~11':. ~- 1 ~ ~ 1.JJG:. 1·u ~~ ~s .l;. ~18- ~ } -- ill1 ·- ~ ''(' r) ~ 1:,~i1 ~d1 ~s-
. ') ~ , !) , - ') ~) '.J"""J) er Lr") r-::-- Jr , ') 

(\ t) ~ 
Aitinya: (Hukmn-hukum tersebut) j{u adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 
sedang mereka kekal di dalamnya; dan Jtulah kemenangan yang besar.14. 
dan Barangsjapa yang mendurhakaj Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 
neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan bagjnya siksa yang menghjnakan. 29 

Pewarisan secara individual merupakan asas yang terkandung dalam 

kewarisan Islam. Dalam pembagian secara individual ini dirnaksudkan agar 

seseorang tidak melakukan sesuatu yang haram yaitu memakan harta anak yatim. 

28 Sajuti Thalib, Hulaun Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 20, 21. 
29 Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, 79. 
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Secara tidak langsung dengan adanya asas individual dalam kewarisan Islam, 

menyatakan bahwa kewarisan secara kolektif tidak sesuai dengan kewarisan 

Islam. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan termakannya hak orang 

lain. 

Dalam pelaksanaan pembagian warisan kadang ditemui adanya ahli waris 

yang belum cukup umur sehingga dia tidak berhak menggunakan hartanya sampai 

dia dewasa. Dalam keadaan seperti ini, maka walinya menguasai harta tersebut 

untuk sementara waktu untuk akhirnya diserahkan kepada anak tersebut ketika 

dia sudah berhak menggunakan hartanya. Harta yang dikuasai oleh wali tersebut 

boleh digunakan untuk kepentingan si pemilik harta dengan memperhatikan 

ketentuan sehingga tidak terjadi seorang wali memakan harta secara batil. 

4. Asas Keadilan Berimbang 

Kata "adil" merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-

'adlu. Di dalam al-Quran kata al- 'adlu atau turunannya disebutkan lebih dari 28 

kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam kalimat perintah dan sebagian 

lain dalam bentuk kalimat berita. Kata al- 'adlu itu dikemukakan dalam konteks 

yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi 

yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.30 

30 Amir Syarifuddin, Hukum Kewa.risan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; Cet 
m, 2008), 24 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



44 

Apabila kata adil dikaitkan dengan rnateri, atau khususnya kewarisan, rnaka 

kata adil bisa diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan 

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. 

Dengan adanya pernyataan seperti di atas, menjelaskan bahwa keadilan 

bukan ditinjau dari jumlah yang sarna. Adil dalam pandangan Islam 

mempertimbangkan kegunaan, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Dengan kata 

lain, perbedaan gender tidak menentukan hak kewarfaan dalam Islam. 

Islam dengan adil telah memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan 

perempuan dalam menerima waris. Akan tetapi untuk jumlah yang diterirna 

terdapat dua pernbagian yang berbeda. 

• Laki-laki mendapat bagian yang sama dengan perempuan. Bagian 

seperti ini terdapat pada bagian ayah dan Thu dalarn keadaan pewaris 

meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara laki-laki seibu dan 

saudara perempuan seibu, sama-sama mendapat seperenam apabila 

pewaris tidak memilki ahli waris langsung. 

• Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang 

didapat oleh perempuan. Seperti pada bagian anak laki-laki dan anak 

perempuan dan bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan. 

Perbandingan seperti ini juga berlaku dalam bagian istri dan suami. . 

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima ha~ memang 

terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena 
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keadilan tidak hanya dipandang dari jumlah yang sama. Akan tetapi menimbang 

tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul. Laki-laki mendapat bagian dua kali 

lebih banyak dari perempuan dikarenakan tanggung jawab yang dia pikul pun 

lebih besar. 

5. Asas Semata Akibat Kematian 

Asas semata akibat kematian ini menyatakan bahwa peralihan harta 

seseorang kepada ·orang lain dengan sistem kewarisan baru terjadi setelah 

meninggalnya orang yang mempunyai harta. Asas ini mengandung makna bahwa 

harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama 

orang itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta 

seseorang yang masih bidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia 

mati, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. 

H. Ahli W aris dalam Islam 

Semua ahli waris yang secara hukum syara' berhak menerima warisan, 

dengan melihat kepada urutan menerima hak dan bagian yang diterima masing­

masing dirinci sebagai berikut: 31 

1. Ahli W aris Zawil Furii<J 

Ahli waris zawil furii<j adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan 

secara pasti dalam al-Quran dan atau hadis Nabi. Mereka menerima warisan 

dalam urutan pertama. Ahli waris zawil furii<J ada dua belas, empat dari golongan 

31 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, Cetakan II, 2005), 163 
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laki-laki dan delapan dari golongan perempuan. Sebagian zawjj furiicj selain 

mendapatkan bagiaannya yang telah ditentukan , dalam keadaan tertentu dia juga 

dapat mewarisi dengan jalan ta '$lb. 

Adapun. bagian masing-masing zawil furiit;I dengan beberapa keadaannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Anak perempuan; bagian anak perempuan adalah: 

• 1/2 bila anak perempuan hanya sendirian 

• 2/3 bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak 

disertai anak laki-laki 

• 'A.sabah bi al-gayr apabila dia mewaris bersama anak laki-laki, 

dengan aturan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. 

b. Cucu perempuan; bagiannya adalah: 

• 112 bila cucu perempuan hanya sendirian dan tidak ada anak 

perempuan 

• 2/3 apabila cucu dua orang atau lebih, ketika tidak ada anak laki­

laki 

• 1/6 apabila cucu sendiri atau lebih bersama seorang anak 

perempuan untuk menyempumakan 2/3. Dengan syarat tidak ada 

anak laki-laki. 

• Tidak mendapatkan warisan bersama anak laki-laki. 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



47 

• Tidak mendapatkan waris, apabila bersama dua anak perempuan 

atau lebih, kecuali ada cucu laki-laki, dengan demikian cucu 

perempuan menjadi 'a$abah bersama anak laki-laki. 

c. Ibu; bagiannya adalah: 

• 1/6 apabila bersama dengan anak atau cucu, atau bersama 

dengan dua orang saudara atau lebih, baik saudara kandung, 

seayah ataupun seibu. 

• 1/3 dari keseluruhan harta apabila tidak ada orang-orang yang 

tersebut di atas. 

• 1/3 dari sisa harta ketika tidak ada orang-orang yang tersebut di 

atas, setelah memberikan bagian suami atau istri. 

d. Nenek, baik melalui ayah atau ibu; seorang atau Iebih mendapat 1/6 

dengan syarat tidak ada orang yang lebih dekat darinya seperti: ibu. 

e. Ayah; bagiannya adalah: 

• 116 sebagai farcJ apabila ada far'ul wariS.yang laki-Iaki 

• Menjadi 'a$abah apabila tidak ada far'ul waris baik laid-laid 

ataupun perempuan. 

• Mewaris secara fan/ dan I a '$Tb secara bersamaan. Apabila 

bersama far'ul wiri$ perempuan. Dal am keadaan ini ia mendapat 

1/6 sebagai farrj dan mengambil sisa sebagai 'a$abah. 
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f. Kakek; bagiannya adalah seperti bagian ayah karena kakek 

menggantikan posisi ayah. Kakek yang dimaksud adalah kakek dari jalur 

bapak. Ada beberapa perbedaan antara kakek dan ayah: 

• Ayah menghijab seluruh saudara, sedangkan kakek tidak. 

• Ketika kakek mewaris bersama ibu dan suami/ istri, maka ibu 

mendapat 1/3 dari seluruh harta. Tidak sama ketika Ibu bersama 

ayah, Thu mendapatkan 1/3 dari sisa. 

g. Saudara perempuan kandung; bagiannya adalah: 

• 112 apabila ia sendiri dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, 

ayah, kakek dan atau saudara laki-laki. 

• 2/3 apabila terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada orang­

orang tersebut di atas. 

• Menjadi 'a$abah bersama dengan saudara laki-laki dengan syarat 

tidak ada orang yang tersebut di atas 

• Menjadi 'a$abah ma 'a al-gayr, apabila bersama dengan anak­

anak perempuan at au cucu - cucu perempuan'. 

• Tidak mewarisi apabila ada far'ul wins laki-laki dan B$lul wiris 

laki-laki. 

h. Saudara perempuan seayah; bagiannya adalah: 

• 1/2 apabila sendirian dan tidak ada saudara lak:i-laki seayah dan 

saudara perempuan 
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• 2/3 apabila terdiri dari dua orang atau lebih. 

• 1/6 apabila bersama saudara perempuan kandung untuk 

rnenyempurnakan 2/3 

• Menjadi 'a$abah bersama dengan saudara laki-laki seayah. 

• Menjadi 'asabah ma 'a al-gayr apabila bersama anak at au cucu 

perempuan. 

• Tidak mendapatkan waris apabila bersama dengan a$1 dan far'ul 

wiids laki-Jak.i, saudara laki-laki kandung dan saudara 

perempuan kandung apabila ia menjadi 'a$abah ma 'a al-gayr 

bersama dengan anak at au cucu perempuan. 

i. Saudara seibu; bagiannya adalah: 

• 116 apabila sendiri, baik laki-laki maupun perempuan 

• 113 apabila terdiri dari dua orang atau lebih, baik laki-laki 

maupun perempuan 

• Tidak mendapatkan warisan apabila bersama dengan tar'ul wiris 

dan a$ful win~yang lak.i-laki. 

j . Suami (duda); bagiannya adalah: 

• 1/2 apabila tidak ada far'ul wiris 

• 1/4 apabila ada far'ul wiris 

k. Istri (janda); bagiannya adalah: 

• 114 apabila tidak ada far'ul wiris 
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2. Ahli W aris 'A$abah 

50 

Ahli waris 'a$abah adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan 

bagiannya dalam al-Quran dan hadis Nabi. Dia menerima hak dalam urutan 

kedua. Dia mengambil seluruh harta apabila tidak ada ahli waris zawil furii</, dan 

mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris zawil fllrii<f 

yang ada bersamanya. 

Ahli waris 'a$abah itu ada tiga tingkat : 

a. 'A$abah Bi Nafsih: yaitu ahli waris yang menjadi 'a$abah karena dirinya 

sendiri. Mereka semua adalah laki-laki. Urutan 'a$abah bi nafsih adalah: 

Anak - cucu - ayah - kakek - saudara kandung - saudara seayah - anak 

saudara kandung - anak saudara seayah - paman kandung - paman 

seayah - anak paman kandung - anak paman seayah. 

b. 'A$abah Bi Gayrih, yaitu abli waris yang mulanya bukan 'a$abah karena 

dia perempuan, namun karena didampingi oleh saudaranya laki-laki 

maka dia menjadi 'a$abah. Mereka adalah: 

• Anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki 

• Cucu perempuan apabila bersama dengan cucu laki-laki 

• Saudara perempuan kandung apabila bersama saudara laki-laki 

kandung 
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• Saudara perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki 

seayah. 

c. 'A:;abah ma 'a al- gayr 

Ahli waris yang menjadi 'a:;abah karena bersama dengan ahli waris lain 

yang bukan 'a:;abah pula, maka dia menjadi 'a:;abah sedangkan ali waris yang 

lain tersebut tidak ikut menjadi 'a:;abah. Yang termasuk golongan ini hanyah 

saudara perempuan kandung atau seayah apabila bersama dengan anak 

perempuan. 

3. Ahli Waris Zul Aii;iim 

Ahli waris z ul arf;Jiim adalah orang yang yang mempunyai hubungan 

kekerabatan dengan pewaris namun bukan termasuk zawil furiit;f ataupun 'a:;abah. 

Fuqahii'berbeda pendapat mengenai kewarisannya. 
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PRAKTIK PEMBAGIAN HART A PUSAKA RENDAH TIDAK 

BERGERAK DI KANAGARIAN KURA! LIMO JORONG 

A. Monografi Kurai Limo Jorong1 

Kanagarian Kurai adalah sebuah nagari yang berada di daerah 

Minangkabau. Nagari ini terdiri dari lima jorong, yaitu: Tigo Baleh, Koto 

Selayan, Mandiangin, Guguak Panjang dan Aur Birugo. Ka:nagarian Kurai secara 

administratif berlokasi di kota Bukittinggi. 

Masyarakat Kurai pada awalnya berasal dari daerah Padang Panjang yang 

kemudian berusaha untuk mencari daerah yang lebih nyaman untuk keluarga dan 

kerabat mereka. Daerah pertama yang dihuni oleh asal masyarakat Kurai adalah 

daerah Tigo Baleh, setelah itu masyarakat mulai meluas ke daerah-daerah 

lainnya. 

Pemberian nama Kurai itu sendiri memiliki beberapa versi cerita, yaitu: 

1. Ketika orang Kurai berada di Tanjung Alam, ada seorang anak 

bernama si Kurai, yang pertama kali menemukan sebidang Padang 

yang dinamakan Padang si Kurai. 

1 Jorong adalah bentuk daerah dalam sistem adat yang lebih kecil dari nagari dan t.erdiri dari 
beberapa suku. 
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2. Pada waktu orang Kurai berada di daerah Baso sekarang, 

sebahagian dari mereka hendak melanjutkan perjalanan ke hilir, 

pada waktu itu ada sebuah keris yang dibagi-bagi. Sebahagian 

mendapat hulunya (hampu) dan mereka dipimpin oleh Datuk 

Sinaro, berjalan ke arah sebelah (mudik) dan daerah itu dinamakan 

dengan Banuhampu, dan sebahagian lagi mendapat mata keris yang 

dipimpin oJeh Datuk Bandaharo berjaJan ke arab sebeJab hl1ir dan 

daerah itu bernama Kurai (mata keris). 

3. Kata Kurai artinya cari-cari. Hal ini boleh jadi karena orang Kurai 

itu dahulunya suka mencari-cari atau mengurai, sampai mereka 

menemukan sebuah daerah yang kemudian disebut Padang Kurai 

lempat orang Kurai berada sekarang. 

4. Ada juga yang mengatakan kata Kurai berasal dari kata Quraisy di 

Mekkah. Pada waktu itu ada seorang Arab, yang bernama Sa'id al-

Jufri dari Batu sangkar yang menyebarkan agama Islam sampai ke 

daerah Agam, ketika mereka berhenti di suatu daerah maka mereka 

memberikan nama Quraisy untuk daerah tersebut, yang sekarang 

d~kenal dengan nama Kurai.2 

Demikianlah beberapa pendapat tentang asal nama orang Kurai, dilihat 

dari semua pendapat tersebut agaknya pendapat kedua dapat diterima, dimana 

2 H.M hadjerat, Seja.rab Negeri Kuraj Limo Joroog Serta Pemeriota.hll1111ya, Pasar Dan Kota 
Bukittinggi, Bukittinggi, 2006, hal 10-11. 
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dikatakan asal nama Kurai itu adalah dari mata keris ketika ada pimpinan Datuk 

yang mendapat bagian mata keris untuk menentukan daerah mana yang 

dimilikinya beserta kawnnya. 

daerah: 

Negeri Kurai yang dinamakan Kurai Limo Jorong berbatas dengan 

Sebelah Utara berbatas dengan nagariGadut dan nagariKap~u 

Sebelah Timur berbatas dengan nagariIV Angkat 

Sebelah Selatan berbatas dengan nagariBanuhampu 

Sebelah Barat berbatas dengan Ngarai (Guguk, Koto Gadang dan 

Sianok) 

Limajorongtersebut adalah: 

1. Tigo Baleh asalnya adalah jorok Koto Jolang, Gobah Dan Balai 

Ban yak 

2. Koto Selayan asalnya adalah jorok Koto Layan, Gantiang Dan 

KotoLaweh 

3. Mandiangin asalnya adalah Campago dan Mandiangin 

4. Guguak Panjang asalnya adalah jorok Tarok danGuguak Panjang 

5. Aur Birugo asalnya adalah jorok Aur Kuning dan Birugo. 

Tiap-tiap jorongdahulunya diperintah oleh penghulujorongdan kelima 

jorong ini diperintah oleh seorang laras. Untuk kelima jorong ini ada dua 

penghulu kepala yang akan memerintah daerah Tigo Baleh, Aur Birugo dan Koto 
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Selayan, kemudian satu penghulu kepala lagi untuk memerintah daerah 

Mandiangin dan Guguak Panjang. 

Luas Kanagarian Kurai 

Kanagarian Kurai tidak lagi dikenal secara administratif di Surnatera 

Barat. Kanagarian ini dikenal dengan kotamadya Bukittinggi. Perubahan bentuk 

dari kanagarian menjadi kotamadya ini menyebabkan tidak ada data resmi 

mengenai kanagarian Kurai. Akan tetapi rub dari kanagarian Kurai tetap bidup 

di Bukittinggi, terutama ha!- ha! yang berkaitan dengan adat. Hal ini terbukti 

dengan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kanagarian Kurai, yang mengatur 

permasalahan adat di Bukittinggi atau kanagarian Kurai ini. 

Luas kanagarian Kurai adalah ±... 145, 299 km2
, luas ini berdasarkan luas 

kota Bukittinggi yang terdiri dari 7 kecamatan. Meskipun Kurai telah berganti 

nama menjadi kota Bukittinggi, tetapi hidup bermasyarakat orang-orang Kurai 

masih terlihat sangat kental. 

B. Harta Pusaka dalam Kewarisan Minangkabau 

Setiap umat manusia selalu memiliki naluri untuk memikirkan cara terbaik 

untuk menjaga kelangsungan anak dan keturunannya. Pada zaman sekarang, 

orang tua berlomba- lomba untuk memberikan yang terbaik pada pendidikan anak 

untuk masa depannya kelak. Prinsip dasar inilah yang melatarbelakangi nenek 
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moyang masyarakat Minangkabau dalam membuat aturan mengenai harta pusaka 

di Minangkabau. 

Berabad-abad yang lalu di saat pertama kali nenek moyang menyusun 

ketentuan-ketentuan adat Minangkabau telah difikirkan bahwasanya ranah 

Minang yang indah ini lahannya amat terbatas untuk mencari nafkah terutama di 

bidang pertanian.3 Pertimbangan ini melahirkan aturan yang berbeda dalam 

kewarisan Minangkabau dari segj tata cara pewarisan dan ahli warisnya. 

Warisan di Minangkabau tidak hanya sebatas harta. Secara garis besar ada 

dua jenis warisan di Minangkabau yaitu sako dan pusako. 4 

1. Sako, 

Sako ialah warisan berupa gelar kebesaran adat seperti: penghulu, malin, 

manti, duba/angdan lain-lain. Gelar tersebut diterima turun temurun sejak dahulu 

sampai sekarang menurut garis ibu dalam suatu kaum. Fungsi sako ini adalah 

sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum. 

Salah satu unsur adanya suatu kaum adalah sako. Penghulu berkewajiban 

untuk melestarikan sako dari orang-orang yang akan menghilangkannya. Hal ini 

disebabkan sako merupakan identitas suatu kaum. 

3 Chaidir. N. LatiefDt. Bandaro," Pembenahan Kembali Fungsi Sako dan Pusako Bagi 
Kelangsungan adat Minangkabau", dalam Irwandi ( ed) et al, Minanglcabau yang Gelisah, (Bandung, 
CV. Lubuk Agung, 2004), 336 

4 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syara.k Basandi 
Kitabullah Pedoman Hidup Banagari, (Padang: Sako batuah, 2002), 64. 
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Di samping sako yang sifatnya turun temurun, dikenal pula gelar kebesaran 

yang disebut sangsako. Sangsako merupakan gelar kebesaran yang diberikan 

kepada seseorang atas kesepakatan bersama dengan jalan mufakat. Sifatnya tidak 

turun-temurun. Gelar ini dapat berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan 

lainnya. Sangsako tidak ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi karena bukan 

gelar pusaka tinggi yang diterima sejak dahulu dari nenek moyang. 

2. Pusako (Pusaka) 

Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material 

yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang Jain semata 

akibat kematiannya itu.5 

Adanya penyebutan kata material dalam pengertian harta pusaka secara 

umum adalah untuk membedakannya dari sako yang merupakan perpindahan 

berbentuk gelar dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup. Sedangkan 

penyebutan semata-mata akibat kematian adalah untuk membedakannya dari 

hibah yang bukan disebabkan oleh kematian tapi disebabkan oleh tindakan hukum 

yang ia lakukan ketika masih hidup. 

Harta pusaka di Minangkabau ada dua jenis, yaitu: 

1. Harta pusaka tinggi yaitu harta kaum yang diterima secara turun temurun 

dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kcmcnakan. Harta kaum ini 

s Amir Syarifuddin, Pc/aksanaan l/ukurn Kcwarisan IsfB.ID dafB.ID Liogkuogan Adat 
Mioangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 212. 
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tidak dapat diwariskan kepada anak seperti yang diatur dalam farii'i<f 

karena bukan miliknya. 

2. Harta Pusaka rendah ialah hart a yang berasal dari pencaharian suami istri. 

Dalam pembagian harta pusaka rendah ini berlaku aturan farii'i<f. 

C. Harta Pusaka Rendah di Minangkabau 

Pada awalnya di Minangkabau banya dikenal adanya harta pusaka. Setiap 

kaum memiliki harta pusaka yang merupakan suatu unsur pokok dalam 

kekerabatan matri1ineal di Minangkabau. Harta tersebut digunakan untuk 

memenuhi kebutuban seluruh anggota keluarga dan menjadi milik bersama bagi 

seluruh anggota keluarga tersebut. 

Pada waktu kehidupan masih sederhana, tanah pusaka masih banyak dan 

anggota keluarga belum berkembang, maka kehidupan di keluarga itu bisa 

dibiayai dengan menggunakan basil dari harta pusaka tersebut. Setiap laki-laki 

dewasa di rumah itu berkewajiban untuk memperkembangkan harta pusaka. 

Usaha pengembangan harta pusaka ditempuh dengan menggunakan basil yang 

diperoleb dari harta pusaka. 

Seiring dengan berjalannya waktu dikenal istilab harta pencaharian atau 

harta pusaka rendah. Lahimya harta pusaka rendah ini dikarenakan 

berkembangnya anggota keluarga sehingga kebutuhan keluarga semakin 

meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan 

cara mengolah tanah ulayat atau tanah milik kaum. Dengan demikian dalam 
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sebuah keluarga terdapat dua bentuk harta. Pertama, harta yang sudah 

diperolehnya sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini disebut 

dengan harta pusaka dalam arti yang sebenarnya yang kemudian dikenal dengan 

sebutan harta pusaka tinggi. Kedua, harta yang didapatnya dari usahanya sendiri 

baik dengan menggarap tanah mati atau melalui hasil yang diperoleh dari harta 

pusaka. Harta yang seperti ini kemudian dikenal dengan harta pencaharian atau 

harta pusaka rendah. 

Walaupun telah nampak adanya perbedaan antara harta pusaka tinggi dan 

harta pusaka rendah, tapi keberadaan harta pusaka rendah masih terikat sangat 

kuat dengan harta pusaka tinggi. Hal ini dikarenakan seluruh harta pencabarian 

itu berasa1 dari harta kaum, sehingga kemenakan mendapatkan harta tersebut 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari harta kaum. 

Dari segi penggunaannya tidak terlihat adanya perbedaan antara harta 

pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Keduanya digunakan untuk kepentingan 

keluarga matrilinialnya. Hal yang menjadi sebab harta pusaka rendah tetap tidak 

dibawa keluar dari keluarga matrilinialnya adalah sikap dan rasa keterikatan 

seseorang dalam lingkungan keluarga matrilinialnya. Hal ini disebabkan 

keberadaannya dalam lingkungan Thu dalam waktu yang lama, sehingga 

menyebabkan adanya keintiman dan hubungan kasih sayang antara mamak dan 

kemenakan. Sebaliknya, hal ini menyebabkan tidak adanya keintiman dengan 
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keluarga istri dan anak dikarenakan sedikitnya waktu yang dihabiskan di rumah 

istrinya. 

Ditinjau dari segi lain adat tidak memberati seseorang untuk membiayai 

anggota yang berada di luar lingkungan rumah lbunya, terrnasuk anak istrinya. 

Oleh karena itu tidak ada hal yang mendorong seseorang untuk membawa harta 

itu keluar dari lingkungan kaumnya. 

Terpisahnya pengertian harta pencaharian dari ha1ta pusaka dapat 

dipastikan berlaku semenjak Islam masuk di Minangkabau.6 Ada beberapa 

pertimbangan yang dapat menjelaskan mengenai pengaruh agama Islam terhadap 

pemisahan antara harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. 

1. Islam membawa ajaran tentang hidup berkeluarga dan tanggung jawab 

terhadap keluarga itu. Ajaran tersebut berbeda dengan ajaran adat 

sebelumnya yang mengajarkan bahwa anak hanya berhubungan dengan 

Ibunya. 

2. Dalam al-Quran Allah memerintahkan secara khusus kepada ayah untuk 

membiayai hidup anak dan istrinya. 

3. Banyak:nya ayat dalam al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah 

berbakti kepada kedua orang tua. 

Dengan adanya pengaruh dari ajaran agama Islam mengenai tanggung 

jawab seseorang terhadap keluarganya (anak dan istri) pembedaan antara harta 

6 Amir Syarifuddin, Pe/aksanaan Hukum Kewansan Islam da/am Lingkungan Adat 
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 262. 
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pusaka tinggi dan hart a pencaharian (hart a pusaka rendah) semakin jelas. Hal ini 

dikarenakan seorang laki-laki tidak mungkin membiayai anak dan istrinya dari 

harta yang dimiliki oleh keluarga matrilinialnya. Sehingga jalan yang harus 

ditempuh adalah dengan mencari sumber penghasilan lain yaitu dengan adanya 

harta pencaharian. 

Terpisahnya antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah berlaku 

secara berangsur-angsur. Tahap akhir dari pemisahan ini ditandai dengan adanya 

perternuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan 

dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang rnembahas mengenai barta 

pusaka dan harta pencaharian. Salah satu basil dari pertemuan tersebut 

rnenjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta 

pencaharian atau harta pusaka rendah diwariskan secara farii'k/. 

Harta pusaka rendah ditinjau dari segi hak penggunaannya, bisa 

digolongkan kepada dua rnacrun: 

1. Harta pusaka rendah yang bersumber dari harta pusaka. Dalam hal ini 

kebebasan seseorang rnasih dibatasi oleh kepentingan kaum, karena hak 

kaurn masih terdapat di dalamnya. 

2. Harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang tidak bersumber dari 

harta pusaka seeprti yang diperoleh dengan menjual jasa atau modal 

usaha dari basil penjualan jasa tersebut. 
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Dengan adanya harta pusaka rendah terutama yang tidak bersumber dari 

harta pusaka tinggi, maka mulailah dikenal adanya kepemilikan perseorangan 

dalam lingkungan Minangkabau. 

D. Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di Kanagarian 

Kurai 

Kanagarian Kurai secara administratif berada di daerah kota Bukittinggi. 

Daerah ini merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat di Sumatera Barat. 

Baik dari segi pendidikan maupun wisata, daerah ini menjadi tujuan yang paling 

diminati untuk dikunjungi. Hal itu ·pulalah yang membuat banyaknya orang dari 

daerah lain yang memilih daerah ini sebagai tempat domisili. 

Sebagai dampak dari banyaknya orang-orang dari daerah lain yang memilih 

untuk berdomisili di kota Bukittinggi yang juga merupakan daerah kanagarian 

Kurai adalah banyak ditemukan tanah atau rumah yang merupakan harta 

pencaharian atau tergolong harta pusaka rendah. Setiap keluarga yang memilih 

untuk bertempat tinggal di Bukittinggi akan berusaha untuk memiliki harta 

sekedar sepetak tanah dan sebuah rumah yang akan diwariskan untuk anak-anak 

mereka kelak. 

1. Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah di Kanagarian 

Kurai 

Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya secara ijbiri terjadi setelah 

meninggalnya seorang pewaris. Sedangkan mengenai pelaksanaan pembagian 
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harta tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan keluarga tersebut. Tidak jarang 

harta dibagikan tidak serta merta setelah pewaris meninggal, tapi ditunda 

beberapa waktu dengan adanya beberapa pertimbangan. 

Di antara alasan-alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta adalah 

adanya ahli waris yang masih belum balig, sehingga belum bisa diberikan haknya 

berupa harta, karena anak tersebut belum bisa mengelola harta tersebut. Dalam 

keadaan seperU inj terkadang pembagjan harta warjsan diundur atau tetap 

dilaksanakan dengan menitipkan harta anak tersebut kepada walinya yang 

bertanggung jawab. 

Alasan lain adalah menghormati pewaris yang baru saja meniggal dunia. 

Sehingga, keluarga memilih untuk menunda pelaksanaan pembagian harta 

warisan. Penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dipermasalahkan 

selama seseorang tetap mendapatkan hak yang seharusnya ia terima. Karena baik 

besar bagian atau ahli waris itu sendiri dilihat berdasarkan ahli waris dan harta 

yang ada pada saat pewaris meninggal dunia. 

Pelaksanaan pembagian harta warisan khususnya pusaka rendah di 

kanagarian Kurai dilaksanakan setelah meninggalnya kedua orang tua7 

Sebagai contoh, kasus yang terjadi dalam keluarga Bapak Son Herman. 

Ketika ayah beliau meninggal pada tahun 1998 semua harta yang dimiliki oleh 

ayahnya dikuasai oleh Ibu Halimah sebagai ·Ibu beliau. Meskipun pada saat itu 

7 Dt. Indo Kuniang, Wawancar~ Bukittinggi, April 2011 
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anak-anak beliau sudah balig dan berhak untuk menggunakan atau 

mentasharrufkan harta, akan tetapi harta peninggalan Ayah beliau tidak 

dibagikan kepada anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah sumban/ 

kelihatannya apabila ketika salah satu orang tua masih hidup dilaksanakan 

pembagian harta waris.9 

Pembagian harta pusaka rendah terkadang juga dilakukan sebelum 

meninggaJnya orang tua atau pewarfa. HaJ jnj djJakukan untuk mengbindari 

perselisihan yang rnungkin terjadi di tengah-tengah ahli waris dalam pembagian 

harta pusaka. 

2. Ahli Waris dan Bagiannya Dalam Pembagian Hart a Pusaka Rendah Tidak 

Bergerak ill Kanagarian Kurai 

Menurut hasil seminar di Bukittinggi pada tahun 1952 harta pusaka rendah 

dibagikan menurut hukum Islam. Adanya kesepakatan untuk membagi harta 

pusaka rendah sesuai dengan hukum Islam memang memberikan pengaruh 

terhadapa kewarisan di Minangkabau. Pengaruh kewarisan Islam terhadap 

kewarisan di Minangkabau dapat dilihat dari orang-orang yang menjadi ahli 

waris. Dalam kewarisan harta pusaka tinggi, yang dibagi secara adat, harta 

pusaka tidak illmiliki secara inillvidu. Akan tetapi sejak datangnya Islam, 

8 Sumb8.11g adalah prilaku yang tidak dilarang, tapi tidak patut clilaksanakan cli tengah-tengah 
masyarakat. 

9 Son Herman, Wawancara, Bulcittinggi, April 2011 
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kewarisan Islam diterapkan di Minangkabau namun hanya sebatas pada harta 

pusaka rendah. 

Pelaksanaan hukum Islam ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan atma-

aturan yang telah tercantum dalam al-Quran dan hadis. Hal ini sangat terlihat 

dalam pembagian hart a pusaka rendah berupa barang-barang tidak bergerak. 

Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai bisa 

digambarkan sebagai berikut: 

• Apabila pewaris hanya memiliki anak laki-laki maka harta tersebut dibagi 

denganjumlah yang sama antar anak. 10 Apabila harta tersebut berupa tanah 

atau rumah atau benda tidak bergerak lainnya, alternatif yang juga 

dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjual harta tersebut dan 

membaginya sama rata. 11 

• Apabila pewaris hanya memiliki anak perempuan, maka semua harta dibagi 

rat a untuk masing-masing anak perempuan. 

• Apabila pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka harta 

tidak bergerak seperti toko, tanah, dan rumah diberikan kepada anak 

perempuan. Apabila ada harta lain yang dimiliki pewaris berupa uang atau 

emas, harta itulah nanti yang dibagi untuk anak laki-laki dan perempuan. 

Dan mengenai bagiannya tidak berlaku bagian laki-laki dua kali anak 

10 Dt. Indo Kuniang, WawJU1c.ara, Bukittinggi, April2011. 
11 Dt. Tunaro, Wancara, Bukittinggi, 17 April 2011. 
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perempuan, karena biasanya pembagian dilakukan dengan perbandingan 

satu banding satu. 

• Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, maka 

hartanya diberikan kepada orang tua. Apabila orang tua pewaris telah 

meninggal maka harta diberikan kepada saudara. 

Dalam pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah terutama yang tidak 

bergerak terlihat adanya ahli waris yang lebih diprioritaskan dari yang lainnya. 

Bagian masing-masing ahli waris memang tidak bisa ditentukan secara 

maternatis, namun secara garis besar bagian ahli waris harta pusaka rendah di 

kanagarian Kurai bisa dipaparkan sebagai berikut: 

1. Suami (duda) 

Suami yang ditinggal mati oleh istrinya akan menguasai harta secara penuh. 

Harta yang mereka miliki selama pernikaban adalah harta milik suami istri 

tersebut secara penuh apabila harta tersebut tidak ada kaitannya dengan harta 

pusaka tinggi. Ketika salah salah satu dari mereka meninggal maka harta secara 

penuh dikuasai oleh pasangannya. 

2. Istri (janda) 

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya juga menempati posisi yang sama 

dengan suami. Dia berhak menguasai seluruh harta. Pembagian waris pun tetap 

tidak dilaksanakan meskipun anak-anaknya sudab dewasa dan mampu mengelola 

hart a. 
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3. Anak laki-laki 

Anak laki-laki sangat jarang mendapatkan harta. Dia akan mendapat bagian 

apabila dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan. Seandainya dalam 

keluarga tersebut ada anak perempuan, maka harta pencaharian orang tuanya 

berupa rumah atau tanah diserahkan kepada anak perempuan. Hal ini terkadang 

dilakukan sebelum orang tua meninggal (sebagai hibah) atau setelah 

meninggalnya orang tua dengan atau tanpa wasiat. 

Anak laki-laki bisa mendapatkan harta apabila orang tua memilki harta lain 

selain harta yang tidak bergerak. Akan tetapi, bagian yang diterima pun sama 

dengan anak perempuan bahkan terkadang lebih sedikit. 

4. Anak perempuan 

Anak perempuan adalah ahli waris yang menerima harta warisan paling 

banyak di Minangkabau. Hal ini dikarenakan pengaruh adat yang memposisikan 

wanita di tempat yang sitimewa karena merupakan penerus keturunan kaum suatu 

keluarga. 

Dia menerima barta warisan yang tidak bergerak dan juga harta lain yang 

dimiliki oleh orang tuanya. Anak perempuan memegang peranan penting dalam 

kekerabatan. Sehingga, apabila sebuah keluarga memilki anak perempuan maka 

keluarganya akan menyiapkan tanah atau rumah untuk anak tersebut. 
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5. Ayah dan Thu 

Ayah dan Thu dalam kewarisan harta pusaka rendah hanya akan mendapatkan 

barta apabila pewaris tidak memiliki istri, suami atau anak. Hal ini dikarenakan 

harta yang dikumpulkan selama ini adalah untuk anak-anak. 

6. Saudara 

Saudara akan mendapatkan harta apabila pewaris tidak memiJiki anak baik 

laki-laki maupun perempuan. Saudara menguasai seluruh harta apabila pewaris 

tidak memilki anak. Karena pengaruh adat minang, maka saudara perempuan juga 

lebih berpeluang untuk menguasai tanah, rumah atau harta tidak bergerak lainnya. 

E. Faktor yang Mempengarubi Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak: di 

Kanagarian Kurai 

Dalam pelaksanaan pembagian ha11a pusaka rendah tidak bergerak ini, yang 

menjadi sorotan utama adalah bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Ada 

beberapa fak:tor yang mempengaruhi bagian perempuan lebih banyak dari anak 

Jaki-Jaki. Di antara faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Anak laki-laki malu untuk mengambil bagiannya dari harta peninggalan 

orang tuanya terutama apabila terkait dengan harta tidak bergerak. 

Masyarakat juga akan memandang buruk terhadap anak laki-laki yang 

mengambil hart a tidak bergerak peninggalan orang tuanya. 
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2. Untuk menghindari perselisihan sesama saudara. Seringkali apabila anak 

laki-laki menuntut haknya dalam harta tidak bergerak akan 

menimbulkan perselisihan antar keluarga dan menyebabkan perpecahan. 

3. Adanya kerelaan dari laki-laki. Karena, apabila harta diberikan kepada 

anak perempuan maka hart a tersebut tentu juga akan dimanfaatkan oleh 

anak saudara perempuannya yang merupakan kemenakannya. Tanggung 

jawab mamak terhadap kemenakan membuat laki-laki membuatnya 

merelakan seluruh hart a diberikan kepada anak perempuan. 

4. Adanya keinginan untuk menjadikan harta pusaka rendah tersebut 

menjadi harta pusaka tinggi. Sebagian kaum sudah banyak yang 

kehilanga harta pusaka tinggi, dengan mewariskannya di jalur 

perempuan lambat laun harta akan menjadi harta pusaka tinggi. 

Di kanagarian Kurai tidak jarang harta pusaka rendah yang tidak bergerak 

tidak dibagi menjadi milik perseorangan. Harta tersebut dibiarkan tetap dan 

dimanfaatkan lebih banyak oleb kaum perempuan dan lambat laun menjadj harta 

milik bersama. 
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BABN 

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HART A PUSAKA 

RENDAH TIDAK BERGERAK DI KANAGARIAN KURAI 

A. Analisis terhadap Pembagian Barta Pusaka Rendah Tidak Bergerak di 

Kanagarian Kurai 

Dalam kewarisan Minangkabau, pada awalnya hanya dikenal adanya harta 

pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang diturunkan 

berdasarkan garis matrilinial. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya 

masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hidup, keberadaan harta pusaka tinggi 

tidak mencukupi lagi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam satu 

kaum. Hal ini membuat masyarakat mencari penghasilan lain di luar barta pusaka 

tinggi. Dengan begitu lahirlah harta pusaka rendah yang merupakan basil 

pencaharian kedua orang tua. 

Harta pusaka rendah merupakan milik orang tua yang tidak terikat oleh 

adat. Menurut basil seminar di kota Bukittinggi yang dihadiri oleh tokoh 

masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, dijelaskan bahwa harta pusaka rendah 

diwariskan sesuai dengan hukum Islam atau fari'kj. 

Pelaksanaan pembagian harta waris di kanagarian Kurai dengan 

memperlakukan perempuan lebih istimewa ini dipengaruhi oleh sistem 

kekerabatan di Minangkabau yang bersifat matrilinial. Dalam sistem kekerabatan 

matrilinial perempuan yang meneruskan garis keturunan keluarga. 

70 
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Kewarisan adat Minangkabau tidak mengenal sistem kepemilik.an 

perseorangan. Harta pusaka yang dimiliki adalah harta milik kaum. Sehingga 

yang diwariskan adalah hak untuk mengelola, bukan hartanya. Hal ini hisa 

disamakan dengan wakaf, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Setelah rnasuknya Islam ke daerah Minangkabau, sistem kekerabatan 

matrilinial yang dipimpin oleh mamak dan ninik mamak inipun mengalami 

pergeseran. Hal jnj djkarenakan dj dalam Islam dfajarkan tanggung jawab 

terhadap istri dan anak-anak. Sehingga dengan adanya ajaran Islam seorang laki­

laki tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemenakan yang tinggal di rumah 

Thu nya sebagai kaum, akan tetapi seorang laki-laki lebih memiliki tanggung 

jawab terbadap istri dan anak-anaknya. 

Faktor-faktor lain yang membuat adanya pergeseran dari sistem 

kekerabatan matrilinial kepada nuclear family (keluarga kecil dengan ayah 

sebagai kepala keluarga) adalah: 

1. Faktor agama, kuatnya Islam di kalangan masyarakat Minangkabau 

rnernberikan pengaruh dalam kehidupan rnasyarakat, termasuk dalam 

hubungan kekerabatan. 

2. Faktor pergeseran fungsi mamak, mamak (saudara laki-laki Thu) sebagai 

penanggung jawab terhadap harta kaum atau keluarga telah bergeser 

posisinya. Pada awalnya, kemenekan (keponakan) sangat dekat dengan 

mamak sehingga posisi sebagai penanggung jawab harta berjalan dengan 
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baik. Sedangkan masa sekarang, mamak semakin jauh dengan kemenakan 

dan hubungan ayahlah yang lebih dekat dengan seorang anak. 

3. Perubahan fungsi rumah gadang, rumah gadang sebagai rumah kaum, 

tidak lagi mampu menampung keluarga dengan jumlah besar. Sehingga 

banyak keluarga yang memiliki rumah sendiri sehingga merubah fungsi 

dari rwnah gadangitu sendiri. 

4. Faktor ekonomi, sulitnya kebidupan juga sangat mempengaruhi. mamak 

lebih memikirkan anak-anak mereka sendiri daripada kemenakan. 

5. Faktor pendidikan, seiring dengan majunya pendidikan, hubungan ayah 

menjadi lebih erat dengan anaknya. Karena, untuk kelancaran proses 

pendidikan sangat sering ditanyakan mengenai orang tua, termasuk dalam 

akta kelahiran, sehingga fungsi mamakmenjadi tidak ada sama sekali. 

Namun dengan bergesemya rasa keluarga yang dahulu lebih erat rasa 

memiliki dalam kaum dan berubah menjadi kedekatan antara ayah, ibu dan anak, 

tidak serta merta merubah segala aspek dalam kehidupan masyarakat di 

Minangkabau. Sebagai contoh dalam kewarisan, meskipun waris Islam adalah 

solusi yang diberikan oleh ulama terdahulu untuk penyelesaian kewarisan harta 

pusaka rendah yang merupakan miliki perseorangan, namun kewarisan dengan 

aturan Islam tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan 

masih adanya rasa kekeluargaan berkawn dan melekatnya adat lama dalam diri 

masyarakat Minangkabau. 
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Fungsi perempuan di Minangkabau sebagai penerus keturunan suatu kaum 

membuat perempuan ditempatkan di posisi yang istimewa dalam kewarisan. 

Meskipun dalam Islam telah diajarkan secara detail mengenai aturan dalam 

pembagian waris, tapi masyarakat adat belum bisa sepenuhnya mematuhi aturan 

tersebut. Seorang laki-laki yang mengambil bagiannya dari harta yang 

ditinggalkan oleh orang tuanya, apalagi harta tidak bergerak akan dipandang 

buruk oleh masyarakat, karena bagairnanapun juga seorang laki-laki masih 

memiliki tanggung jawab terhadap kemenakannya. 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Waktu Pembagian Harta Pusaka Rendah Tidak 

Bergerak di Kanagarian Kurai 

Al-Quran telah menerangkan hukum-hukum mawaris, keadaan-keadaan 

masing-masing waris dan yang bukan dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja 

dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan sunnah, ijmii' atau ijtihiid 

sahabat. 1 Tidak ada permasalahan lain yang dijelaskan secara jelas dan rinci 

kecuali waris. Hal ini dikarenakan kewarisan memiliki pengaruh yang sangat 

besar dan terkait dengan pemindahan harta dari seseorang kepada orang Jain. 

Pembahasan mengenai waris dalam al-Quran maupun hadis tidak membahas 

secara jelas mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Pelaksanaan 

1 Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Fiqh Mawaris, ( Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 
2001), 7. 
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pembagian warisan dapat dilakukan dengan rentang waktu yang dekat ataupun 

jauh dari waktu kematian pewaris. 

Di dalam al-Quran tidak dijelaskan adanya keharusan untuk segera 

mengadakan pembagian harta warisan dan juga tidak ada petunjuk kapan 

seharusnya dibagi. Bahkan sebaliknya ada petunjuk untuk tidak segera 

mengadakan pembagian warisan. Petunjuk itu terlihat dari segi adanya keharusan 

untuk menyelesaikan utang dan wasiat darj pewarjs sebehun pembagian warisan.2 

Pembagian barta pusaka di kanagarian Kurai dilaksanakan setelah 

meninggalnya kedua orang tua sebagaimana yang dipaparkan dalam bab ill. 

Pembagian dengan jalan seperti ini berarti menunda-nunda pembagian harta 

warisan. Penundaan pembagian harta warisan dalam Islam dibenarkan apabila ada 

alasan yang menuntut untuk itu. Sebagai contob, adanya ahli waris yang masih 

dalam kandungan dan belum diketahui jenis kelaminnya, dalam ha! ini 

pelaksanaan pembagian waris boleh ditangguhkan. 

Namun penundaan pembagian harta waris dengan alasan tidak enak hati 

dengan orang tua yang masih hidup tentu bukanlah tergolong alasan yang 

dibenarkan dalam Islam. Islam sangat ketat mengenai kepemilikan harta dan 

melarang keras seseorang untuk memakan harta orang lain. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188: 

2 Amir Syarifuddin, Pelak.sanaan Hulal11l Kewarisan Islam dalam Linglamgan AdaJ 
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 314. 
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Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan Oanganlah) kamu m embawa (urusan) 
harta itu kepada haldm, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan Oalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.3 

Ayat ini menjelaskan mengenai Iarangan keras memakan harta orang Jain 

dengan cam ba/il Menunda-nunda pembagian harta warisan tanpa alasan yang 

jelas akan membawa wali dari ahli waris untuk memakan harta orang lain tanpa 

hak. Wali seorang anak yatim boleh mengambil bagian dari harta anak tersebut 

dengan jalan hak. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 6: 

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telal1 cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
m e1nakannya (harta anak yatim) m elebihi batas kepatutan dan Oanganlah kamu) 
tergesa-gesa menyerahkannya sebelum m ereka dewasa. Barang siapa (di antara 
pem elihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan barang siapa misldn, maka bolehlah dia makan harta itu 
menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan hart a itu kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai 
pengawas.4 

3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 29. 
4 Ibid., 77. 
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Sedangkan mengenai pembagian harta sebelum pewaris meninggal 

bukanlah pembagian waris, karena itu adalah pemberian harta atau hibah biasa. 

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai batasan hibah. Menurut Sayyid Sabiq 

apabila seseorang yang menghibahkan hartanya berada dalam keadaaan sakit 

yang membawa pada kematian, maka hukum hibah diperlakukan sama seperti 

hukum wasiat. 

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 

1/3 saja dari bendanya itu. Pembatasan ini lebih jaub dikemukakan dalam pasal 

213 KHI bahwa " hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan 

sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli 

waris". 5 

C. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli W aris dan Bagiannya 

Ketentuan syarl'ah yang ditunjuk oleh na$- na$ yang $BrJJ;, termasuk di 

dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil atau na$ lain yang 

menunjukkan ketidakwajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut 

dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.6 

Tidak ada dalam syarl'ah Islam hukum yang begitu jelas diterangkan oleh 

al-Quran sebagaimana hukum-hukum mawans ini. Hal ini dilakukan karena 

5 Ahmad Rafiq, Hu/cum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. VI, 
2003), 471. 

6 Supannan Usman, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 15. 
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pusaka ini suatu WB$ilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki hart a dan 

memindabkannya dari seseorang kepada orang lain. 

Islam telab mengatur:7 

a. Hak-bak yang berpautan dengan hart a peninggalan 

b. Tertib dan urutan hak-hak tersebut 

c. Syarat-syarat memberikan barta kepada para waris 

d. Sebab-sebab pusaka 

e. Pengbalang-penghalang pusaka 

f. Bagian-bagian masing-masing waris 

g. Orang-orang yang mendapat pusaka 

h. Orang-orang yang tidak mendapat pusaka 

i. Cara-cara membagi harta pusaka, dan 

j. Hukum-bukum yang berpautan dengan harta pusaka 

Semua masalah yang terkait dengan masalah waris dijelaskan dengan sangat 

jelas dan terperinci untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul cli 

antara .abli waris. 

Sumber hukum mengenai kewarisan ini diambil dari al-Quran kemudian 

didukung dan dilengkapi dengan hadis Nabi. Ayat-ayat yang menjelaskan 

mengenai kewarisan merupakan ayat-ayat mul;kam dan bisa dijadikan sandaran 

hukum. 

7 Ash- Shidieqy, Muhammad Hasbi, Fiqh Mawaris, 7. 
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Dalam mengamalkan isi al-Quran maka pelaksanaan tersebut harus 

berdasarkan pada:8 

a. 'Jbiirah at au ungkapan na$ 

b. Isyirah na.s 

c. daliilah atau petunjuk na'j) 

d. kehendak na$ 

Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai hukum waris dapat 

dijadikan sandaran hukum, karena dari segi ungkapan dan ibarat yang digunakan 

tidak menunjukkan kepada maksud lain. Sehingga, at uran secara detail mengenai 

kewarisan wajib dipenuhi secara keseluruhan. 

Pelaksanaan pembagian harta waris yang berlaku di kanagarian Kurai yang 

lebih mengedepankan posisi perempuan tent u tidak sesuai dengan apa yang telah 

dHetapkan oleh al-Quran. Al-Quran telah menetapkan ahli waris secara jelas dan 

pasti. 

Ada beberapa asas dalam kewarisan Islam yang tidak diterapkan dalam 

pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai. Pe1tama, asas individual. Dalam 

Islam ketika seseorang meninggal maka secara langsung harta peninggalan 

pewaris menjadi hak ahli warisnya secara pribadi setelah mengeluarkan hak-hak 

orang lain yang terkait dalam harta tersebut. 

8 Khallaf, Abdul Wahab, !/mu Ushui al-Fiqh, ( al-Harmain, 2004), 143. 
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Pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai yang menjadikan harta pusaka 

rendah tidak bergerak sebagai milik bersama tanpa membaginya, dan membiarkan 

anak perempuan untuk menguasainya tentu tidak sesuai dengan asas kewarisan 

Islam ini. Setiap ahli waris memiliki hak dalam harta tersebut. Dan hak tersebut 

adalah hak yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Quran secara detail dan 

kemudian ditambahkan dengan keterangan dari hadis sebagai penegas dan 

penambah keterangan. 

Pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai juga tidak sesuai dengan asas 

bilateral dalam kewarisan Islam. Dalam Islam kedua belah pihak dari kedua jalur 

baik laki-laki maupun perempuan berhak terhadap harta warisan. Bukan hanya 

kaum laki-laki atau perempuan saja. Akan tetapi pelaksanaan kewarisan di 

kanagarian Kurai yang lebih mengedepankan kaum perempuan tidak sesuai 

dengan asas bilateral ini. 

Asas lainnya yang tidak teraplikasikan dalam pelaksanaan kewarisan di 

kanagarian Kurai adalah asas keadilan berimbang. Semua ahli waris berhak atas 

haknya yang ada dalam harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam al-Quran adalah ketentuan yang seadil-adilnya. Ketentuan 

ini tidak berdasarkan keadilan dengan jumlah dan besar yang sama tapi lebih 

kepada keadilan dengan mempertimbangkan hak; kewajiban dan tanggungjawab. 

Hal lain yang sangat perlu disorot dalam pelaksanaan kewarisan di 

kanagarian Kurai adalah mengenai orang-orang yang berhak menerima waris, 
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terutama bagian ayah dan ibu. Dalam Islam ayah dan ibu adalah ahli waris pokok 

yang tidak pernah terhijab oleh hijab hirman. Akan tetapi seringkali bagian orang 

tua sebagai warisan tidak diberikan. Kalaupun orang tua mendapatkan harta itu 

hanya sebatas pemberian semata. 

Begitu juga dengan perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak 

perempuan terutama dalam kewarisan harta pusaka rendah tidak bergerak. Anak 

perempuan memiliki bagian yang lebih banyak bahkan takjarang anak perempuan 

menguasai seluruh harta pusaka rendah tidak bergerak. 

Hal-ha! yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan ini jelas menentang 

ayat-ayat Allah mengenai kewarisan yang telah ditentukan secara jelas dan rinci. 

Hal ini juga tidak sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi: 

J\J1 1·} er ) ~~, , & ~I T, ~ .11 J}.} , J' ~ : J' ~ ~ .• , ~ , .i.:,f ~ , , }Lb .• , ~ , 
~ ) , . ~ , )-".) <...I'. Lr. ,y , .. ,y if) cf. ,y - ,,. ,,. ,,. 

9 ( ~ I~- J' ·~ } · •\- ~I\ GY,~ W ,11 ~I.:)' h. · •\-~I\ I ~f ~ · -r . L)"'"'.) ~ , c./2-',. '/"' >..r , ; , ~ c./2-',. '.l""' u- L.I:! 
~ - ,,. ,,. 

Hadis ini menyatakan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh 

pewaris harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang telah 

tercantum di dalam al-Quran. 

Selain itu, ketentuan waris merupakan ketentuan dari Allah yang harus 

dipatuhi, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisi' ayat 14: 

9 As- Sajsiini, Abu dawud Sulaiman bin ft.By' ab, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Darul Filer, Juz 
2,), 331. 
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Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka 
sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. 10 

Surat an-Nisa' ayat 13: 

1-.: • ~ ...UI.>:. 1~\rl ~ ! <..> ~ u8.. ll>~ ~ 1 
" WI • \..~ ! 

0 Ji1 ~ k at ~ ,y..,, .) , ~ --r· ~ , . '..r".JJ y:. rf) , ~ , 

( H') ~ .1:.~i1 ~di ~S­
~ .}.J"' , ~ 

(Hukwn-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 
Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya 
kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di 
dalamnya; dan ltulah kemenangan yang besar.11 

Pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai tidak sesuai dengan kewarisan 

yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Namun pembagian harta waris 

merupakan hal yang kaitannya dengan manusia, maka apabila ada kerelaan dari 

orang yang bersangkutan, maka pelaksanaan pembagian harta waris bisa 

dibenarkan. Karena kerelaan adalah tuannya hukum dalam hal yang terkait 

dengan hak manusia. 

Dalam pelaksanaan kewarisan di kanagarian Kurai setidaknya ada dua 

prinsip umum yang dilanggar, yaitu tidak membagi harta dan menjadikannya 

miliki bersama dan membagi harta tapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan 

oleh Allah dan Rasul. 

Pertanyaannya adalah bolehkah kerelaan bersama menyalahi prinsip fari'ifj 

secara umum. Sejauh mana kerelaan dapt berpengaruh terhadap prinsip hukum. 

10 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 79 
11 fbid 
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Dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak 

mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah. Hal ini 

te rlihat pada hukuman zina dan pencurian. Meskipun pihak yang dirugikan sudah 

memberikan maaf dan kerelaan, akan tetapi hukum Allah tetap harus 

dilaksanakan. 

Adapun apabila masalahnya menyangkut hak bamba secara murni , maka 

kerelaan dari pihak hamba yang tersangkut dalam masalah itu dapat mengubah 

prins ip yang berlaku secara umum. Salah satu contohnya adalah dalam kewarisan. 

Ketika seorang pewaris meninggal, ba1ta yang ditinggaJkan oleh pewari s 

menjadi milik ahli waris secara otomatis sebagai hak hamba secara murni. 

Hubungan antara seseorang ahli waris dengan yang lain dapat dit entukan oJeh 

kerclaan bersama. At as kerelaan bersama pula dapat di tent ukan cara 

pcnggunaannya. 

D. Analisa terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta Pusaka Rendah 

Tidak Bergerak di K.anagarian Kurai 

Dalam bab III sudah dijelaskan setidak:nya ada empat faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah lidak bergerak di 

kanagarian Kurai, yait u: 

1. Rasa malu kaum laki-laki untuk mengambil harta dan menghindari 

omongan masyarakat. 

2. Menghindari perselisihan dalarn keluarga 
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3. Adanya kerelaan dari ahli waris 

4. Adanya keinginan untuk menjadikannya harta miliki bersama dan 

kemudian menjadi harta pusaka tinggi. 

Faktor malu dan menghindari perselisihan merupakan dua faktor yang 

memperlihatkan ketidakpahaman terhadap hukum farii'icf: Karena apabila 

memahami hukum farii'id, maka akan mengerti bahwa bagian-bagian tersebut 

adalah bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan wajib untuk dipatuhi. 

Sedangkan mengenai kerelaan, sudah disinggung di sub bah sebelumnya, 

bahwa kerelaan ahli waris dapat mengubah prinsip umum dalam kewarisan. 

apabila yang memiliki harta sudah merelakan bagian yang dia miliki maka 

tidaklah menjadi masalah apabila harta tersebut tidak dibagikan sebagaimana 

yang telah ditentukan dalam al-Quran dan hadis. Peruntukan dan pembagian harta 

pun bisa dimusyawarahkan karena murni menyangkut hak hamba. 

Sedangkan apabila tujuannya adalah untuk rnenjadikan harta pusaka rendah 

rnenjadi harta pusaka tinggi , maka tidak djbaginya harta pusaka rendah harus 

dengan kesepakatan dan kerelaan dari ahli waris yang haknya ada dalam harta 

terse but. 

Alternatif lain apabila orang tua ingin menambahkan harta pusaka tinggi 

adalah dengan jaian wasiat. Pewaris bisa mewasiatkan hartanya untuk dimHiki 

oleh kaumnya secara bersama dengan syarat harus mengikuti aturan dalam wasiat 

yaitu rnaksimal sepertiga dari harta yang akan diwariskan. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

1. Harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencaharian suami istri. 

Dalam pembagian waris harta pusaka rendah di kanagarian Kurai ahli waris 

dipusatkan kepada anak- anak dengan mengutamakan bagian anak 

perempuan. Harta pusaka rendah yang tidak bergerak sepenuhnya dikuasai 

oleh anak perempuan atau terkadang tidak dibagikan dan dipertahankan 

sebagai harta bersama milik kaum. Pelaksanaan warisan seperti ini 

dipengaruhi oleh adat lama yang masih melekat di diri masyarakat, sehingga 

kaum laki-laki malu untuk mengambil harta pusaka rendah yang tidak 

bergerak karena dianggap itu adalah hak perempuan sebagai penerus 

keturunan kaum. Faktor lainnya adalah untuk menghindari perselisihan antar 

keluarga dan untuk menambah harta pusaka tinggi milik kaum. 

2. Praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai 

dalam pandangan hukum Islam: 

a. Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian 

Kurai dengan mengedepankan bagian anak perempuan dan mengabaikan 

bagian orang tua tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagiannya 

tidak mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat 

an-Nisa' 
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b. Pembagian warisan yang didasarkan pada kerelaan ahli waris tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena waris adalah perkara 

antar manusia yang berdasarkan pada kerelaan. 

B. Saran-Saran 

1. Kepada seluruh pembaca dan kaum muslimin pada umumnya bendaknya 

memperhatikan perkara kewarisan dengan seksama. Karena perkara ini 

berkaitan dengan harta dan hak orang lain. 

2. Kepada tokoh agama di kanagarian Kurai pada khususnya, hendaknya 

memberikan arahan kepada masyarakat dalam pembagian harta waris 

keluarga. 

3. Kepada tokoh adat dan masyarakat diharapkan bekerja sama dengan tokoh 

agama sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan adanya waris secara 

adat dan fari'id 

4. Kepada masyarakat kanagarian Kurai untuk lebih memperhatikan persoalan 

waris dan menyerahkannya kepada tokoh agama atau orang yang 

mengetahui tentang pembagian waris agar tidak terjadi perpecahan dalam 

keluarga. 
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